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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian
1. SD Negeri 5 Kecamatan Sintang
SD Negen 5 Kecamatan Sintang terletak di Jalan PKP Mujahidin
Kelurahan Tanjungpuri Sintang. Visi SD Negeri 5 Kecamatan Sintang adalah
“Terselenggaranya Pendidikan Yang Dilandasi Iman dan Tagwa Untuk
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Berprestasi, Berbudaya,
Berkarakter, Berwawasan Lingkungan Sesuai Dengan Perkembangan [PTEK”
Berdasarkan visi tersebut, adapun misi SD Negen 5 Kecamatan Sintang
adalah sebagai berikut:
a Menumbuhkan semangat religius, disiplin, kekeluargaan, berkarakter dan
berbudaya pada seluruh warga sekolah
b. Meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik sesuai dengan
perkembangan IPTEK
¢. Mengembangkan budaya gemar membaca, menulis, kerjasama, disiplin, jujur,
kerja keras, kreatif dan mandiri
d. Menciptakan suasana pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan
menyenangkan (PAIKEM)
e. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, tertib dan indah
(BERSEHATTI)

£ Menanamkan kepedulian sosial disekolah dan lingkungan sekitar
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g Menanambkan rasa cinta terhadap seni budaya dacrah maupun nasional

2. SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang

Data umum SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang adalah scbagai berikut:

NSS/NIS/NPSN : 2011 3404 0002/200090/3010 2460
Kategor Sekolah : Akreditasi A
Tahun Beroperasi 1966

Kepemilikan Tanah /

Bangunan : Milik Pemerintah
- SHM/
a Status Tanah HGB/Akta Jual Beli/Hibah
b. Luas Tanah 17758 m
¢. Luas Bagunan 3911 m

No. Rekening

Bank BPD 4025037753

Pemegang

rekening : SMP NEGERI 2 SINTANG
Nama Bank : KALBAR

Cabang : Sintang
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Tujuan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang adalah:

1. Menjadikan sekolah yang menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil,
beriman, bertagwa dan memiliki keunggulan kompetitip.

2 Menjadikan sekolah yang cerdas, kreatif dan unggul dibidang akademik dan
non akademik.

3. Menjadikan sekolah yang kondusif dan diminati masyarakat sebagai sumber
informasi.

4. Menjadikan Sckolah Rujukan yang unggul dalam segala bidang.

Berdasarkan tujuan SMP Negen 2 Kecamatan Sintang telah dirumuskan

Visi sekolah yaitu: Mewujudkan Sekolah yang cerdas, unggul dalam prestasi,

berkarakter dan peduli lingkungan didasari iman dan taqwa. Selanjutnya, guna

mewujudkan visi, telah ditetapkan pula misi SMP Negen 2 Kecamatan Sintang

sebagai benkut:

1. Mengembangkan potenst akademik dan keterampilan dengan memanfaatkan
ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Mewujudkan Pendidikan yang menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil,
beriman, bertaqwa dan memiliki keunggulan kompetitip.

3. Mendorong dan membantu peserta didik untuk mengenali potensi dinnya
sehingga dapat berkembang secara optimal.

4, Melaksanakan  kegiatan  ekstrakurikuler  secara  efektif untuk

menumbuhkembangkan bakat dan minat peserta didik.
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5. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya
bangsa schingga menjadi sumber kcarifan dalam bertindak.

6. Menumbuhkembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama atas
dasar kesetaraan gender dalam semangat kebersamaan.

7. Menerapkan manajemen partisipasif dan melibatkan warga sekolah.

8. Menerapkan Sekolah Rujukan yang sesuai dengan standar Nasional
Pendidikan/SNP.

Jumlah Siswa Dan Rombongan Belajar Pada SMP Negen 2 Kecamatan
Sintang Tahun 2010 — 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Siswa Dan Rombongan Bclajar Pada SMP Negen 2 Kecamatan
Sintang Tahun 2010 — 2019

Kelas ¥l Kelas VI Kelas 1X Jumlah Seluruhnya

No Tahun Ajaran Imt Rombo Tl Rombong Jmi Rombo Iml Rombong

Siswa Bnegl;[;r Siswa BeT:jar Siswa B"c%i‘;l_jl:lr Siswa Bc:::jar
1 | 2010/2011 | 324 9 336 9 239 6 899 24
2 [ 2011/2012 | 296 8 318 9 328 9 942 26
3 | 2012/2013 | 342 9 298 8 296 9 936 26
4 12013/2014 | 333 9 335 9 281 9 949 27
5 | 2014/2015 { 333 9 335 9 281 9 949 28
6 | 2015/2016 | 361 10 314 9 329 9 1004 | 28
7 | 2016/2017 | 366 | 10 358 10 315 9 |1039]| 30
8 | 2017/2018 | 313 10 340 10 332 10 | 985 30
9 [ 2018/2019 | 320 | 10 313 10 332 10 | 965 30

Sumber: SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang, 2019.
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Rasio Jumlah Siswa Yang Mendaftar Dan Yang Diterima Pada SMP
Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2010 —~ 2019 adalah sebagai berikut:

Tabet 4.2.  Rasio Jumlah Siswa Yang Mendaftar Dan Yang Diterima Pada
SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2010 - 2019

N Tahun Ajaran Jumlah Jumlah yang Ratio Pendaftar/
0 Pendaftar diterima diterima (%)
1 | 2010/2011 448 324 72%

2| 2011/2012 459 296 64%

3| 2012/2013 435 342 79%

4 | 2013/2014 466 333 71%

5| 2014/2015 444 333 75%

6 | 2015/2016 441 361 82%

7 2016/2017 416 366 88%

8 | 2017/2018 361 317 88%

9 | 2018/2019 563 320 57%

Sumber: SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang, 2019.
Kondisi Fasilitas Pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun

2010 — 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Kondisi Fasilitas Pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang
Tahun 2010 —-2019
No Jenis Ruang Standar Existing Kebutuhan
1 | Kelas 30 21 9
2 | R. Dewan Guru 2 2 2
3 | R. Agama 1 1
4 {RTU 1 1
5 | R. Bendahara 1 1
6 | R. Kepsek 1 1
7 | Perpustakaan 2 1
8 | Lab. IPA 1 -
9 | R. Komputer 2 & 3 1
10 | R. Komputer 1 1
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11 | R.Kurikulum 1 1
12 | R. OSIS 1 1 -
13 | R. Kesenian 1 -
14 | R. Pramuka 1 1 -
15 | R. UKS 1 1
16 | R.BP/BK 1 I -
17 | WC Siswa 25 6 25
18 | WC Guru 4 4 -
19 | WC Kepsek 1 1

20 | R. Gudang 1 1
21 | Pos Satpam 1 2

Sumber: SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang, 2019,
B. Hasil
1. Implementasi Kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan
SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang
a. Organisasi
Pengorganisasian pengelolaan Program BOS dilaksanakan
secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota
sampai pada tingkat satuan pendidikan. Untuk Tim BOS Pusat,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Tim BOS
Pusat. Untuk Tim BOS Provinsi, Gubernur membentuk Tim BOS
Provinsi. Untuk Tim BOS Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota
membentuk membentuk Tim BOS Kabupaten/Kota.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah, ditegaskan bawa Bupati/walikota

membentuk Tim BOS Kabupaten/Kota dengan susunan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



44223

58

keanggotaan yang terdiri atas:
a. Tim Pengarah :  Bupati/Walikota.
b. Penanggung Jawab :  Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/

Kota.

c. Tim Pelaksana (dari unsur dinas pendidikan kabupaten/kota)

1} Ketua Tim Pelaksana;

2) Penanggung jawab data SD;

3} Penanggung jawab data SMP;

4} Tim Dapodik pada Pendidikan Dasar;

5) Unit Monitoring dan  Evaluasi, dan Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat Pendidikan Dasar.
Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Struktur Tim BOS Kabupaten/Kota di atas dapat disesuaikan di
daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja
dalam pengelolaan program BOS dan struktur kedinasan di
kabupaten/kota. Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan
Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tersebut,

adapun Tim BOS Kabupaten Sintang yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Bupati Sintang Nomor 78 Tahun2017.

Memperhatikan basil wawancara tersebut, Tim BOS Kabupaten
Sintang sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 78
Tahun 2017. Kondisi tersebut kiranya sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017

Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.
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Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional Sekolah, telah digariskan Tugas dan
Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan
hal tersebut, untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Tanggung
Jawab Tim BOS Kabupaten Sintang Tahun 2018 adalah sebagai
berikut:

Tabel 4.4 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS
Kabupaten Sintang Tahun 2018

No [ Tugas dan Tanggung Jawab Hasil Penelitian
Tim BOS Kabupaten SD Negeri 5 SMP Negeri 2
berdasarkan Permendikbud
Nomor 8 Tahun 2017
1 [Melatih, membimbing dan | Belum Belum
mendorong sekolah pada | dilaksanakan | dilaksanakan
jenjang pendidikan dasar
untuk memasukkan data
pokok pendidikan dalam
sistem pendataan yang telah

disediakan oleh
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan
2 | Melakukan monitoring | Sudah Sudah
perkembangan dilaksanakan | dilaksanakan

pemasukan/updating data
yang dilakukan oleh
sekolah pada jenjang
pendidikan dasar secara
online

3 | Memverifikasi kelengkapan | Sudah Sudah

data (jumlah peserta didik | dilaksanakan | dilaksanakan
dan nomor rekening) di
sekolah pada jenjang
pendidikan  dasar yang
diragukan tingkat
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akurasinya. Selanjutnya
meminta sekolah  untuk
melakukan perbaikan data
melalui sistem dapodik

Memverifikasi sekolah
kecil yang memenuhi
syarat/kriteria yang telah
ditetapkan untuk diusuikan

ke Tim BOS Provinsi agar

Sudah
dilaksanakan

Sudah
dilaksanakan

memperoleh alokasi BOS

minimal

Kepala dinas pendidikan | Sudah Sudah
kabupaten/kota sebagai | dilaksanakan | dilaksanakan
penanggung Jjawab

Tim BOS

Kabupaten/Kota

menandatangani NPH

mewakili  sekolah  pada

jenjang pendidikan dasar

Memberikan Belum Belum
sosialisasi/pelatihan dilaksanakan | dilaksanakan
kepada sekolah pada

jenjang pendidikan dasar,

Komite Sekolah dan

masyarakat tentang

program BOS termasuk

melalui pemberdayaan

pengawas sekolah

Mengupayakan Belum Belum
penambahan dana  dari | dilaksanakan | dilaksanakan
APBD Kabupaten/ Kota

untuk operasional sekolah

pada jenjang pendidikan

dasar dan untuk

operasional Tim BOS

Kabupaten/Kota

Melakukan pembinaan | Belum Belum
terhadap  sekolah  pada | dilaksanakan | dilaksanakan

jenjang pendidikan dasar
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dalam  pengelolaan dan
pelaporan BOS

Memantau pelaporan
pertanggungjawaban
penggunaan BOS  yang
disampaikan oleh sekolah
pada jenjang pendidikan
dasar secara offline maupun
secara online

Sudah
dilaksanakan

Sudah
dilaksanakan

10

Menegur dan
memerintahkan sekolah
pada jenjang pendidikan
dasar yang belum membuat
laporan

Belum
dilaksanakan

Belum
dilaksanakan

11

Mengumpulkan dan
merekapitulasi laporan
realisasi penggunaan BOS
dari sekolah pada jenjang
pendidikan dasar untuk
disampaikan kepada kepala
dinas pendidikan provinsi
dan kepada pemerintah
daerah kabupaten/kota

Sudah
dilaksanakan

Sudah
dilaksanakan

12

Melakukan monitoring
pelaksanaan program BOS
di sekolah, termasuk dengan
memberdayakan pengawas
sekolah sebagai tim
monitoring kabupaten/kota

Belum
dilaksanakan

Belum
dilaksanakan

13

Memberikan pelayanan dan
penanganan pengaduan
masyarakat

Belum
dilaksanakan

Belum
dilaksanakan

Sumber: Hasil Penelitian, 2019.

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, belum semua tugas dan

tanggung jawab tim BOS

Kabupaten

Sintang dapat

dilaksanakan. Hal ini sejalan hasil wawancara dengan Kepala
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SD Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Tim BOS Kabupaten Sintang belum sepenuhnya melatih,
membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan
dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem
pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat  diketahui
bahwa Tim BOS Kabupaten Sintang belum sepenuhnya
melaksanakan tugas untuk untuk mcmasukkan data pokok
pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal im1 disebabkan
sistem pendataan tersebut belum dapat diterapkan sepenuhnya
karena aplikasi masih ada hambatan. Padahal menurut Herujito
(2001:18) kegiatan-kegiatan dalam proses pengorganisasian sebuah pogram
antara lain adalah membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional serta
mengelompokkan tugas-tugas ke dalam posisi-posisisecaraoperasional.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan

Sintang sebagai berikut:
Kegiatan  sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada
jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat
tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan
pengawas sekolah masih sangat jarang dilakukan oleh Tim BOS
Kabupaten Sintang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui
Tim BOS Kabupaten Sintang belum sepenuhnya melaksanakan

tugas sosialisasi/pelatihan serta pemberdayaan pengawas

sekolah dalam pelaksanaan Program BOS. Hasil wawancara
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dengan Kepala SD Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai berikut:
Sepengetahuan kami, Tim BOS Kabupaten Sintang belum pernah
mengupayakan  penambahan  dana dart  APBD untuk
operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk
operasional Tim BOS Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui
Tim BOS Kabupaten Sintang belum sepenuhnya melaksanakan
tugas mengupayakan penambahan dana dari APBD untuk
operasional BOS. Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2
Kecamatan Sintang sebagai berikut:
Tim BOS Kabupaten Sintang belum maksimal melakukan
pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar
dalam pengelolaan dan pelaporan BOS. Apalagi menegur dan
memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang
belum membuat laporan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui
Tim BOS Kabupaten Sintang belum sepenuhnya melaksanakan
tugas pembinaan dalam pengelolaan dan pelaporan BOS. Hasil
wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai
berikut:
Kegiatan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah,
masih jarang dilakukan, termasuk dengan memberdayakan
pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten ataupun
memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan
masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui

Tim BOS Kabupaten Sintang belum sepenuhnya melaksanakan

tugas monitoring pelaksanaan program BOS. Namun demikian,
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sebagian tugas dan tanggungjawab Tim BOS Kabupaten Sintang ada
pula yang telah dapat dilaksanakan. Hasil wawancara dengan
Kepala SD Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Tim BOS Kabupaten Sintang sudah melakukan monitoring

perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh
sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara online.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui
Tim BOS Kabupaten Sintang sudah melaksanakan monitoring
perkembangan pemasukan/updating data secara online. Hasil
wawancara dengan Bendahara sekolah padapada SD Negeri 5 Kecamatan
Sintang sebagai berikut:
Terkait kegiatan memverifikasi kelengkapan data (jumlah
peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang
pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasinya.
Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data
melalui sistem Dapodik, pada umumnya sudah dilaksanakan.
Demikian pula memverifikasi sekolah kecil yang memenuht
syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim
BOS Provinsi agar memperoleh alokasi BOS minimal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui
Tim BOS Kabupaten Sintang sudah memverifikasi kelengkapan
data (jumlah peserta didik dan nomor rekening). Hasil
wawancara dengan Bendahara sekolah pada pada SMP Negeri 2
Kecamatan Sintang sebagai berikut:
Kepala dinas pendidikan Kabupaten Sintang sebagai
penanggung jawab Tim BOS Kabupaten sudah menandatangani

NPH mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar maupun
memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS
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yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar
secara offline maupun secara online.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui Kepala dinas
pendidikan Kabupaten Sintang sebagai penanggung jawab Tim BOS
Kabupaten sudah menandatangani NPH. Hasil wawancara dengan Bendahara
sekolah pada pada SMP Negen 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:
Pengumpulan dan rekapitulasi laporan realisasi penggunaan
BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk
disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan

kepada pemerintah daerah  kabupaten juga sudah
dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui
Tim BOS Kabupaten Sintang sudah melakukan pengumpulan dan
rekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah pada
Jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada kepala dinas

pendidikan provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah, juga menegaskan larangan bagi Tim BOS Kabupaten/Kota.
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui larangan
dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten
Sintang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Larangan Bagi Tim BOS Kabupaten Sintang Tahun
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2018
No | Larangan Tim BOS Kabupaten Keterangan
berdasarkan Permendikbud SD Negeri 5 | SMP Negeri 2
Nomor 8 Tahun 2017
1 | melakukan pungutan dalam | Tidak ada Tidak ada
bentuk apapun terhadap
sekolah
2 | melakukan pemaksaan dalam | Tidak ada Tidak ada

pembelian barang dan jasa
dalam pemanfaatan BOS

3 | mendorong sekolah untuk | Tidak ada Tidak ada
melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan
penggunaan BOS

4 | menjadi distributor/pengecer | Tidak ada Tidak ada

dalam proses pembelian/
pengadaan buku/barang
Sumber: Hasil Penelitian, 2019.

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa dalam
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim BOS
Kabupaten Sintang tidak pernah melakukan larangan sepertl
melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;
melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam
pemanfaatan BOS; mendorong sekocolah untuk melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS; dan bertindak
menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan
buku/barang.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Sebagai langkah awal dalam mengelola dana BOS maka sekolah diwajibkan
membentuk Tim BOS Sekolah dengan susunan personil sebagaimana ditulis
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dalam panduan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Kepala sekolah membentuk Tim
BOS Sekolah.

Memperhatikan hasil wawancara tersebuy, adapun susunan

keanggotaan Tim BOS Sekotahterdin atas:

a Penanggung Jawab: Kepala Sckolah
b. Anggota

1) Bendahara;

2} (satu) orang dari unsur orang tua peserta didik di luar
Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan
Komite Sekolah dengan mempertimbangkan
kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik
kepentingan;

3) Penanggung jawab pendataan.

Berpedoman ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tersebut, pada SD
Negeri 5 Kecamatan Sintang maupun pada SMP Negeri 2 Kecamatan
Sintang belum tersedia Keputusan Kepala Sekolah mengenai
Pembentukan Tim BOS Sekolah. Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang,
yang ada hanya Surat Penunjukkan Bendahara BOS Reguler dan BOS
Daerah yang tertuang dalam Surat Penunjukkan Kepala SD Negeri 5
Nomor: 421.2/02/SDN 5-A. Hal yang sama juga terjadi pada SMP

Negeri 2 Kecamatan Sintang, dimana yang ada hanya ada Keputusan
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Kepala SMP Negeri 2 Nomor 421.3./359/SMPN 02/A/2018 tentang
Pembentukan Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sckolah SMP Negeri 2
Sintang Kabupaten Sintang.

Data menunjukkan bahwastruktur Tim BOS sekolah pada SD Negeri
5 dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang cenderung sama dengan struktur
tim pada tahunsebelumnya. Hal ini terlihat dari susunan tim yang masih sama
dengan susunan tim tahun-tahun sebelumnya yang terdiri dari penanggungjawab,
yaitu kepala sekolah, dan bendahara yang boleh diangkat dari staf TU atau guru.
Tim manajemen yang terdiri dari kepala sekolah dan bendahara biasanya disebut
sebagai tim inti. Dalam menjalankan tugasnya tim inti tersebut banyak dibantu
oleh tenaga Tata Usaha yang bisa mengoperasikan komputer, yang disebut oleh
seckolahsebagaitenaga operator. Tenaga operator inimembantubendaharadalam
pembuatan laporan keuangan dan juga input data siswa.

Hasil wawancara dengan Bendahara sekolah pada pada SD Negen 5
sebagai berikut:
Bendahara dibantu oleh tenaga dan TU yang tugasnya membantu dalam hal
tekms, yaitu melakukan pendataan atau entri data dengan komputer. Selain itu,
karena keterbatasan kemampuan tenaga TU dalam mengoperasikan komputer,
guru kumputer kadang-kadang membantu. Bendahara didukung oleh unsur
operator yang bertugas melakukan entri data keuangan sebelum bendehara
memasukkannya ke dalam BKU. Oleh karenanya tenaga operator harus selalu
diikutsertakan dalam berbagai bimbingan teknis agar memiliki pengetahuan
mengenai pendataan dan pengelolaan keuangan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan

Operasional Sekolah, susunan Tim BOS Sekolah seharusnya memiliki unsur
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dalam praktik pengelolaannya, keterlibatan Komite cenderung kurang maksimal
mulai dar pengusulan awal, pencairan dana, pembelajaan dan penyusunan
laporan. Sebagai contoh fakta di lapangan menunjukkan bahwa sckolab
cenderung tidak melaksanakan ketentuan dalam hal pengambilan dana. Dalam
panduan disebutkan bahwa Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala
Sckolah (atau bendahara BOS sckolah) dengan diketahui oleh Komite Sekolah.
Kenyataan yang dilakukan oleh sekolah adalah pengambilan dana BOS
seringkali dilakukan oleh Kepala Sekolah atau bendahara BOS tapi tidak
melibatkan Komite Sekolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah, telah digariskan Tugas dan Tanggung Jawab Tim
BOS Sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk
mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS pada
SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2018
adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS pada

SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang
Tahun 2018

No | Tugas dan Tanggung | SD Negeri 5 SMP Negeri 2
Jawab Tim BOS
Sekolah berdasarkan
Permendikbud Nomor 8
Tahun 2017

1 | mengisi, mengirim | Sudah  dilakukan, | Sudah  dilakukan,
dan meng-update data | tetapi data yang | tetapi data yang
pokok pendidikan disampaikan belum | disampaikan belum
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secara lengkap ke
dalam sistem Dapodik
sesuai dengan
ketentuan  peraturan
perundang-undangan

lengkap

lengkap

memastikan data yang
masuk dalam Dapodik
sesuai dengan kondisi
riil di sekolah

Sudah dilakukan

Sudah dilakukan

memverifikasi
kesesuaian Jjumlah
dana yang diterima

dengan data peserta
didik yang ada

Sudah dilakukan

Sudah dilakukan

Menyelenggarakan Sudah  dilakukan, | Sudah  dilakukan,
pembukuan secara | tetapi pembukuan | tetapi pembukuan
lengkap belum lengkap belum lengkap

memenuhi ketentuan | Terindikasi masih | Terindikasi masih

transparansi belum transparan belum transparan
pengelolaan dan

penggunaan

menyusun dan | Sudah  dilakukan, | Sudah  dilakukan,
menyampaikan tetapi Laporan | tetapi Laporan
laporan secara | belum lengkap belum lengkap
lengkap

bertanggung  jawab | Sudah dilakukan Sudah dilakukan
secara formal dan

material atas

penggunaan BOS

yang diterima

menandatangani  surat | Sudah dilakukan Sudah dilakukan
pemyataan tanggung

jawab yang

menyatakan bahwa

BOS yang diterima

telah digunakan
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sesual NPH BOS

9 | memberikan Belum dilakukan Belum dilakukan
pelayanan dan
penanganan
pengaduan
masyarakat

10 | untuk sekolah pada | Belum dilakukan Belum dilakukan
jenjang pendidikan
dasar yang
diselenggarakan oleh
pemerintah daerah,
memasang spanduk di
sekolah terkait
kebijakan pendidikan
bebas pungutan setiap
hari di serambi
Sekolah

Sumber: Hasil Penelitian, 2019.

Berdasarkan data hasil penehitian di atas, diketahui bahwa Pelaksanaan

Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS pada SD Negeri 5 dan SMP
Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2018 sebagian sudah dapat
dilaksanakan, namun sebagian masih belum optimal
dilaksanakan. Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 5
Kecamatan Sintang sebagai berikut:
Kami sudah berupaya untuk mengisi, mengirim dan meng-
update data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem
Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Namun, oleh pihak Dinas Pendidikan, data yang
kami kirimkan tersebut dianggap masih belum lengkap,
sehingga kami harus memperbaiki kembali.

Kami selalu memastikan data yang masuk dalam Dapodik
sesuai dengan kondisi riil di sekolah serta memverifikasi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



44223

73

kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik
vang ada.

Untuk menyelenggarakan pembukuan secara lengkap kami akui
masih menghadapi kendala, karena keterbatasan SDM yang kami
miliki. Demikian pula dengan menyusun dan mcnyampaikan
laporan secara lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui

bahwa pihak sekolah selalu berupaya mengirimkan data secara
lengkap, namun data yang dikirim tersebut harus diperbaiki.
Hal ini karena keterbatasan SDM dalam pengolahan data. Hasil
wawancara dengan Kepala SD Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai
berikut:
Dalam hal ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan
kami selalu berupaya mengundang perwakilan orang tua murid,
namun tidak semua orang tua murid dapat kami undang untuk
membahasnya.

Dari uraian tersebut, perwakilan orang tua dalam Tim BOS
Sekolah memiliki fungsi kontrol, pengawasan, dan memberi
masukan dalam pelaksanaan tanggung jawab Tim BOS Seckolah.
Ada hal menarik lain yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab
Tim BOS Sekolah pada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Kecamatan
Sintang, yaitu mengenai kompetensi personal tim. Pada umumnya ditemukan
bahwa warga sekolah belum memiliki kompetensi yang memadai sebagai
pengelola BOS. Mereka mengaku belajar atau meningkatkan kemampuan
sambil berjalan mengelola BOS. Kesulitan umum yang dihadapi oleh para

pengelola adalah masalah administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana.

Biasanya kesalahan tersebut diketahui ketika ada monitoring baik intemal oleh
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Dinas Pendidikan kabupaten maupun monitoring eksternal oleh lembaga-
lembaga pemeriksa yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, diketahui bahwa sekolah
tidak melakukan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggungjawab sekolah yang
diamanatkan dalam panduan, antara lain: memasang pengumuman baik untuk
penggunaan dana BOS (yang boleh dan tidak boleh) dibiayai dari dana BOS;
Mengumumbkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana
penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh
Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite; Membuat laporan bulanan
pengeluaran maupun daftar barang-barang yang dibeli di papan pengumuman
sekolah.

Sekolah tidak mengumumkan secara terbuka tetapi disampaikan melalui
rapat-rapat dengan orang tua siswa pada awal tahun pelajaran. Dengan demikian
upaya transparansi dalam bentuk pengumuman program di sekolah selama ini
cenderung kurang dilakukan secara baik dengan berbagai alasan. Kalaupun ada
yang memasang itu hanya dilakukan pada awal-awal implementasi program dan
sifanya hanya memenuhi himbauan dar Dinas, namun esenst bahwa
pemasangan pengumuman merupakan bagian dari implementasi program

cenderung kurang dipahami oleh sckolah.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang

sebagai berikut:
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Alasan kami tidak memasang papan pengumuman karena khawatir masyarakat
dan LSM akan menyoroti angka-angka yang terpampang dalam papan
pengumuman. Informan lebih setuju bila anggaran sekolah hanya dibicarakan
dengan guru dan Komite. Komponen-komponen yang ada dalam pengeluaran
akan mengundang respon negatif dan masyarakat akan mencari-cari kesalahan
sekolah. Hal imi menurut informan akan menyebabkan sekolah tidak stabil.
Belum lagi menghadapi ulah para LSM dan wartawan yang mengira sekolah
banyak duit, sehingga selalu menanyakan masalah transparanasi dan
akuntabilitas sekolah.

Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai
berikut:
Pihak sekolah lebih mementingkan pelaksanaan pembelajaran yang aman dan
kondusif daripada memasang papan pengumuman yang akan berbuah masalah
(menurut informan). Kami cukup menginformasikan perihal sumber dana dan
anggaran sekolah kepada Komite saja. Sedangkan masyarakat, menurutnya akan
melihat penggunaan dana dari bukti layanan sekolah terhadap anak-anak mereka.

Panduan BOS juga mensyaratkan adanya pengelolaan dana BOS secara
akuntabel kepada para pemangku kepentingan. Dengan tidak dilaksanakannya
pemasangan pengumuman tentang penggunaan dana BOS di sekolah maka
akuntabilitas pengelolaan sebagaimana diwajibkan dalam panduan cenderung
tidak dapat terlaksana dengan baik, misalnya mengumumkan laporan bulanan
pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah di papan
pengumuman setiap tiga bulan. Namun di sisi lain, untuk pertanggungjawaban
secara formal tentang pengelolaan dana BOS, sekolah terikat dengan peraturan
dari Dinas Pendidikan yang mewajibkan adanya laporan pertanggungjawaban
dana (SPJ) sebelum mencairkan periode berikutnya.

Panduan BOS sendiri tidak menyebutkan adanya regulasi semacam ini.

Pada klausul tentang pelaporan, sekolah memiliki kewajiban untuk melaporkan

kepada Tim BOS Kabupaten/Kota terkait dengan dokumentasi yang meliputi:
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Nama-nama siswa miskin yang digratiskan, Jumlah dana yang dikelola sekolah
dan catatan penggunaan (bukan laporan pertanggungjawaban), Lembar
pencatatan pertanyaan/kritik/saran, dan Lembar pencatan pengaduan.

Panduan BOS juga dilengkapi dengan lampiran beberapa jenis format
yang harus diisi oleh para implementor di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan
sekolah. Format-format tersebut cukup jelas digambarkan dan petunjuk
pemakaian juga dijelaskan dalam setiap tahapan yang memerlukan penggunaan
format. Hal ini jelas menggambarkan bahwa program BOS membelajarkan
kepada para implementor terutama sekolah untuk mengelola program secara
akuntabel agar mudah diakses bagi yang berkepentingan dan berwenang.

Namun demikian, penggunaan format-format tersebut masih sangat
minim dijalankan oleh sekolah. Tidak digunakannya format-format dalam
pengelolaan dana BOS berdasarkan pengamatan antara lain disebabkan oleh
pengawasan yang tidak mendukung terlaksananya ketentuan-ketentuan tersebut.
Petugas monitoring dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
kurang memfokuskan materi supervisi kepada masalah-masalah tertib
administrasi semacam ini. Petugas supervisi ataupun pemeriksa lebih banyak
mempermasalahkan laporan penggunaan dana BOS.

b. Interpretasi

Setelah Tim BOS sekolah ditentukan maka kepala sekolah harus
mengesahkan tim tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) oleh
Kepala Sekolah. Penerbitan SK oleh sebuah instansi pemerintahan memang

lazim dilakukan untuk penugasan-penugasan yang diberikan diluar tugas
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pokok/rutin pegawai. Keberadaan SK juga sekaligus sebagai perintah kerja
kepada staf yang namanya tercantum di dalamnya. Oleh sebab itu penerbitan SK
oleh pejabat adalah hal yang penting dilakukan dalam sebuah organisasi
pemenntah, terutama ketika akan memberikan tugas-tugas tambahan kepada para
staf.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sintang sebagai berkut:

Penerbitan SK Tim BOS sekolah adalah prosedur yang penting untuk dipatuhi
dan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terkait dengan kewajiban Kepala
Sekolah menerbitkan SK tentang Tim Manajemen BOS Sekolah, dalam
praktiknya di sekolah cenderung tidak mencrbitkan SK “tentang susunan Tim

Manajemen Sekolah sebagaimana disyaratkan dalam panduan.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negert 2 Kecamatan
Sintang sebagai berikut:
SK Tim Manajemen Seckolah telah dibuat oleh Dinas Pendidikan kabupaten
karena Kepala Sekolah dan Bendahara sudzh tertulis dalam Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan (SPPB) yang menetapkan jumlah dana BOS di masing-
masing sekolah, Pencantuman kedua unsur pengelola tersebut telah dianggap
sebagai SK penetapan keduanya sebagai pengelola BOS di sekolah.

Terdapat perbedaan interpretasi, dengan tidak dilakukannya prosedur
penerbitan SK oleh Kepala Sekolah sebagaimana dinyatakan hasil wawancara di
atas.a SK untuk bendahara dan Penanggungjawab program BOS sudzh

diterbitkan oleh kabupaten dan sekolah hanya menunjuk orangnya karena SK
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sudah ada dari kabupaten. Hal yang sanada juga dinyatakan oleh Kepala SD
Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Sekolah tidak menerbitkan SK sccara khusus untuk pengelola BOS. Praktik yang
dilakukan bahwa penugasan sebagai bendahara dan penanggungjawab BOS
dilampirkan dalam pembagian tugas staf sekolah yang dibuat di awal tahun.
Kemudian sekolah hanya mengirim nama personil yang ditugaskan kepada Tim
BOS di kabupaten.

Tidak diterbitkannya SK Tim BOS oleh Kepala Sekolah sebagaimana
digambarkan di atas, terkesan adanya kesalahpahaman mengenai mekanisme
pembentukan tim. Hal ini antara lain terlihat dari pendapat yang memandang
bahwa SPPB dari kabupaten telah mencantumkan nama penanggungjawab
(kepala sekolah) dan bendahara, hal tersebut sudah dianggap cukup dan kepala
sekolah tidak perlu membuatnya lagi.

Pihak sekolah mengira bahwa penerbitan SK Tim Manajemen Sekolah
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten melalui diterbitkannya SPPB yang
dalam dokumen tersebut dicantumkan penanggungjawab dan bendahara. Ketika
Tim Manajemen Kabupaten Sintang ditanya, mereka membantah telah
menerbitkan SK tim manajemen BOS sekolah dengan mengatakan bahwa
pihaknya tidak pernah mengeluarkan SK Tim Manajemen Sekolah yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sintang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang juga
menyatakan bahwa SK Tim Manajemen Sekolah seharusnya dikeluarkan oleh
kepala sekolah. Dia berkata:

“Dalam buku petunjuknya kan tim manajemen sekolah di SK kan oleh kepala

sekolah. Hal ini semakin menunjukkan ketidakpahaman sekolah dalam hal aturan
administrasi pembentukan tim BOS sekolah.
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tidak diterbitkannya SK oleh
kepala sekolah disebabkan oleh karena ketidaktahuannya mengenai ketentuan ini.
Peneliti sempat mengatakan babwa menurut panduan, tim manajemen BOS
sckolah ditetapkan dengan SK kepala sekolab dan menanyakan apakah sekolah
memiliki panduan BOS. Kemudian dijawab bahwa benar sekolah memiliki
panduan tersebut tetapi yang bersangkutan kurang mencermati ketentuan
mengenai mekanisme pembentukan tim -~ sekolah lebih memfokuskan

pemahamannya pada ketentuan mengenai penggunaan BOS.

¢. Penerapan
Penerapan pada tahap pelaksanaan yang utama meliputi kegiatan
pengajuan dana BOS, penggunaan BOS, dan upaya-upaya transparansi dan
akuntabilitas. Berikut disajikan gambaran implementasi yang terkait dengan
pengajuan dana BOS, penggunaan BOS, dan upaya-upaya transparansi dan
akuntabilitas.
1) Pengajuan dan penyaluran dana BOS
Untuk keperluan pengajuan dana BOS, sekolah melakukan pendataan
jumlah siswa dan validasi data siswa untuk kemudian disampaikan kepada Tim
Manajemen BOS Kabupaten. Sebagaimana disebutkan dalam panduan, bahwa
dalam satu tahun anggaran terdapat dua tahun pelajaran yang berbeda. Perbedaan
tahun pelajaran ini berakibat pada perbedaan data jumlah siswa antara tahun
pelajaran lama dan tahun pelajaran baru. Masa peralihan ini adalah masa krusial

dan kritis dalam masalah pendataan jumlah siswa. Pada masa inilah biasanya
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terjadi kekeliruan data jumiah data terutama bagi sekolah yang jumlah siswa
tahun lalu lebih besar daripada jumlah siswa setelah tahun ajaran baru.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan
Sintang sebagai berikut:

Kasus kekeliruan data ini belum pernah terjadi pada SD Negeri 5 maupun SMP
Negen 2 Sintang. Bahkan yang sering kami alami adalah kekurangan jumlah
dana BOS karena terjadi peningkatan jumlah siswa pada tahun ajaran baru.

Terkait dengan masalah pendataan, Tim BOS kabupaten sebenamya
relatif mengandalkan kejujuran dari pihak sekolah karena memang tenaga dan
biaya untuk melakukan pendataan secara sensus sangat terbatas. Untuk
mengantisipasi masalah pendataan ini, Tim BOS kabupaten memberlakukan data
jumlah siswa berikut nama siswa (pendataan by name, by number). Strategi ini
diyakini dapat mengurangi kekeliruan dalam usulan data dari sekolah.

Tahap pengusuian dana BOS oleh sekolah dimulai dengan verifikasi data
oleh sekolah. Untuk periode Januari-Juni sekolah menggunakan data jumlah
siswa tahun pelajaran yang sedang berjalan, sedangkan untuk periode Juli-
Desember data yang digunakan adalah data jumlah siswa tahun berikutnya.
Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 5 Kecamatan Sintang
sebagai berikut:

” Kan sebenamya kalau bulan Juli kita dapatnya masih data lama kaya kemarin ini
ya, anak kita sudah bertambah jumlahnya, kita masih kekurangan karena masih
data lama yang dipakai. Yang baru itu kita akan dapatkan September tri wulan
ke-2%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai berikut:
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Untuk pengusulan dan pencairan dana BOS dan sekolah, Kabupaten Sintang
memberlakukan alur sebagai berikut: Data jumlah siswa diusulkan oleh sekolah
dengan menggunakan format dari Tim BOS Kabupaten. Daftar usulan tersebut
diserahkan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten. Berdasarkan data usulan
tersebut maka Tim BOS Kabupaten menerbitkan Surat Perjanjian Pemberian
Bantuan (SPPB) dengan mencantumkan jumlah dana BOS yang diterima sekolah
pada satu periode penyaluran. SPPB didistribusikan ke sekolah-sckolah.
Selanjutnya, sekolah menandatangani SPPB tersebut dan menyerahkan kembali
dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana BOS
pada pencairan sebelumnya. Tim Manajemen BOS Kabupaten menandatangani
SPPB dan mendistribusikan ke sekolah sebagai syarat penecairan dana.

Dalam mengusulkan pencairan dana sekolah harus melampirkan SPJ dana
yang ditarik pada periode sebelumnya untuk dapat mencairkan dana periode
berikutnya. Selain itu, pengambilan dana oleh sekolah diatur per bulan. Praktik
yang demikian ini ditanggapi positif oleh sekolah. Hasil wawancara
dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:
Apabila dana ditarik tiap bulan maka setiap kali menarik jumlahnya akan terlalu
besar. Menyimpan uang dalam jumlah besar sangat beresiko. Dengan demikian
penarikan setiap bulan lebih aman, dapat mengurangi resiko kehilangan dan/atau
penyelewengan, dan memperingan penyimpanan oleh pengelola.

Pengaturan pencairan dana setiap bulan menjadikan pengelolaan uang

lebih terkontrol walaupun kadang-kadang kegtatan tertentu yang membutuhkan
dana banyak harus ditunda. Hasil wawancara dengan Bendahara sekolah pada
pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang menyatakan:
“Untuk sementara ini saya ga ada masalah ya, selalu ada saldo. Misalnya
dapatmya tiap bulan 5 — 10 juta, ya itulah yang digunakan. Kalau dana tidak
mencukupi ya ditunda kegiatannya. Tapi selama ini ga sampai begitu lah.. tapi
ada bagusnya juga sih (pengaturan termin pengambilan), jadi terkontrol, lebih
enak”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, persyaratan bahwa sekolah harus

menyerahkan SPJ sebelum mencairkan dana periode berikutnya juga ditanggapi
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positif oleh sekolah meskipun pengaturan itu tidak ada dalam buku panduan.
Sekolah memandang hal tersebut sebagai upaya dalam penerapan tertib
administrasi dan disiplin sekolah dalam pertanggung jawaban penggunaan dana.
Dengan peraturan tersebut sekolah seakan dipaksa untuk membuat laporan
pertanggung jawaban secepatnya sehingga tidak menimbulkan penumpukan
pekerjaan.

Tanggapan positif ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai berikut:
Untuk menagih SPJ dan sekolah-sekolah memang diperlukan strategi-strategi
yang efektif, karena masalah administrasi pertanggungjawaban dana biasanya
menjadi masalah yang cukup menghambat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa
pelaporan pertanggungjawaban dana BOS akan semakin berat manakala dana
BOS sudah habis terpakai, apalagi jika sekolah menunda laporan SPJ sampai
dengan akhir tahun.

Dampak positif dari peraturan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sintang adalah sekolah memadi lebih tertib dan disiplin dalam
menyerahkan laporan meskipun bukan dilatarbelakangi oleh sebuah kesadaran
namun karena sekolah berkepentingan untuk pencairan dana periode berikutnya.
Tapi setidaknya strategi ini telah membuat tugas Tim BOS Kabupaten dalam
mengumpulkan laporan dan sekolah menjadi lebih mudah dan cepat.

Pengaturan pencairan dana per bulan sebenarnya bukan hal yang terlalu
merisaukan pihak sekolah, namun justru mereka lebih terganggu ketika turun
dana BOS tidak tepat awal bulan setiap periodenya. Misalnya untuk periode

Januari-April dana turun tidak tepat di bulan Januari sementara kebutuhan

sekolah tidak bisa ditunda terutama untuk membayar honor guru dan tenaga TU
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non PNS. Beberapa sekolah mengaku terpaksa mencari dana ,talangan®-
menurut istilah mereka- untuk memenuhi kebutuhan dana operasional.

Dana BOS yang diterima sekolah tidak selalu tepat dengan jumlah siswa,
ada kalanya kurang atau kelebihan. Pada penyaluran periode Juli-September
bisanya alokasi belum dihitung berdasarkan data siswa tahun pelajaran yang baru
melainkan masih menggunakan data lama (sebelum penerimaan siswa baru),
akibatnya sekolah ada yang kekurangan dan kelebihan alokasi. Sekolah yang
kelebihan menyetor kembali ke Bank Kalbar Cabang Sintang, sedangkan sekolah
vang kekurangan akan dibuatkan usulan tambahan alokasi. Sehubungan dengan
hat ini Tim BOS Kabupaten menerbitkan SPPB baru sesuai dengan tambahan
alokasi yang diajukan sekolah.

2) Penggunaan dana BOS

Panduan BOS menegaskan bahwa dengan adanya kenaikan BOS, semua
SD dan SMP negen harus membebaskan siswa dari biaya operasional kecuali
RSBI dan SBI. Pada ketentuan berikutnya disebutkan bahwa Pemda wajib
memenuhi kekurangan biaya operasional dai APBD bila BOS belum
mencukupi. Kabupaten Sintang dalam hal ini tidak mengalokasikan dana
tambahan (APBD) untuk operasional sekolah tetapi sekolah dilarang melakukan
pungutan kepada masyarakat. Dengan berlakunya ketentuan tersebut maka dana
BOS menjadi satu-satunya sumber pembiayaan di sekolah. Hal ini cenderung
menyulitkan sekolah dalam hal penggunaan dana karena penggunaan dana BOS
sudah ada batasan-batasan tertentu, sementara kebutuhan sekolah banyak yang di

luar ketentuan yang ada dalam panduan.
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Sumber pembiayaan yang ada hanya dan dana BOS maka sumber itulah

yang kemudian dijabarkan untuk membiayai program-program sekolah yang
dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sckolah (RKAS). Hasil
wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sintang sebagai berikut:
Dana BOS adalah dana subsidi yang tentu saja ada ketentuan dalam
penggunaannya, dan ketentuan tersebut berlaku sama di semua sekolah penerima.
Lain halnya dengan dana yang dikumpulkan sendin oleh sekolah dari masyarakat
yang penggunaannya bisa diatur dan ditentukan sendin oleh sekolah sesuai
dengan kebutuhan masing-masing.

Ketentuan penggunaan dana BOS yang sudah diatur tersebut dirasakan
sekolah cukup menyulitkan untuk bergerak dengan leluasa. Mau tidak mau
penggunaan dana BOS harus mengacu pada ketentuan penggunaan dana.
Sementara itu ada kebutuhan sekolah diluar ketentuan tersebut. Kesulitan sekolah
ini tentu saja dapat dimaklumi mengingat pemenuhan kebutuhan mereka yang
harus diperketat dan selektif. Namun adanya ketentuan atau batasan dalam
penggunaan dana BOS juga tidak bisa dipersalahkan begitu saja mengingat dana
tersebut adalah uang Negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada banyak
pihak. Pembuat kebijakan tentunya tidak ingin dana yang besar tersebut
digunakan tanpa ada rambu-rambu yang jelas sehingga mengaburkan tujuan-
tujuan yang ingin dicapai.

Ketentuan penggunaan dana BOS menjadi acuan utama sekolah dalam
mengelola dan mempertanggung jawabkan dana BOS. Hasil wawancara dengan

Bendahara sekolah pada pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri

2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:
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Apabila sekolah menggunakan dana BOS dan mempertanggung jawabkan di luar
item-item yang dibolehkan maka laporan SPJ akan diminta untuk direvisi. Oleh
sebab itu kami merasa perlu berhati-hati dalam menggunakan dana BOS serta
melakukan efisiensi-efisiensi agar dana BOS mencukupi minimal untuk
kebutuhan tiap bulannya. Rata-rata penggunaan dana BOS dituangkan dalam
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang penyusunannya
melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara BOS, serta
dewan guru dan Komite Sekolah.

Sejalan dengan hasil wawancara tersebut, secara umum penggunaan dana
BOS pada SD Negeri 5 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 4.7. Rincian Penggunaan Dana BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan

Sintang Tahun 2018

No Jenis Penggunaan Jumiah Yo

1 | Belanja Pegawai Dana BOS 63.960.000,00 20,52
2 | Belamja Alat Tulis Kantor 25.519.700,00 8,18

3 | Belanja Barang Cetakan 49.902.500,00 16,01
4 | Belanja Alat Listrik 3.032.000,00 0,97

5 | Belanja Peralatan Kebersihaan 5.982.500,00 1,91

6 i Belanja Perlengkapan Komputer 7.500.000,00 2,40

7 ! Belanja Pakai Habis 400.000,00 0,12

8 | Belanja Hadiah dan Penghargaan 3.172.000,00 1,01

9 { Belanja Listrik 9.306.825,00 2,98

10 | Belanja Internet 3.417.000,00 1,09

11 | Belanja Penggandaan 10.286.650,00 3,30

12 | Belanja Makanan dan Minuman 3.312.000,00 1,06

13 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 2.425.000,00 0,77

Mesin
14 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan 13.483.575,00 432
Bangunan
15 | Belanja Pengadaan Labtop 14.000.000,00 4,49
16 | Belanja Pengadaan Alat Pendingin 7.000.000,00 2,24
17 | Belanja Alat Rumah Tangga 3.020.000,00 0,96
18 | Belanja Pengadaan Alat Studio Visual 3.100.000,00 0,99
19 | Belanja Buku 82.788.900,00 26,56
311.688.650,00 100,00

Sumber: SD Negeri 5 Sintang, 2018.

Dana BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Tahun 2018

sebesar Rp. 400.160.000,00. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp
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311.688.650,00 atau sebesar 77,89 %. Komponen belanja yang terbesar adalah
Belanja Buku sebesar 26,56% disusul dengan belanja pegawai sebesar 20,52%
dan belanja barang cetakan sebesar 16,01%.

Rincian Penggunaan Dana BOS pada SMP Negeri 2 Kecamatan
Sintang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8. Rincian Penggunaan Dana BOS pada SMP Negeri 2
Kecamatan Sintang Tahun 2018

No Jenis Penggunaan Jumlah Yo
1 | Belanja Pegawai Dana BOS 324.166.000,00 | 32,99
2 | Belanja Alat Tulis Kantor 120.531.000,00 12,26
3 | Belanja Barang Cetakan 51.360.000,00 5,22
4 | Belanja Alat Listnk 7.795.000,00 0,79
5 | Belanja Materai 1.850.000,00 0,18
6 | Belanja Peralatan Kebersihaan 10.548.500,00 1,07
7 | Belanja Perlengkapan Komputer 8.550.000,00 0,87
8 | Belanja Pakai Habis 1.417.000,00 0,14
0 | Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor 18.080.000,00 1,84
10 | Belanja Bahan dan Obat-obatan 304.800,00 0,08
11 | Belanja Hadiah dan Penghargaan 13.926.000,00 1,41
12 | Belanja Intemet 1.000.000,00 6,10
13 | Belanja Penggandaan 108.351.800,00 | 11,02
14 | Belanja Makanan dan Minuman 94.377.000,00 9,60
15 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.275.000,00 0,74
16 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan | 25.340.000,00 2,57
Bangunan
17 | Belanja Transportasi 964.000,00 0,09
18 | Belanja Pengadaan Labtop 8.750.000,00 0,39
19 | Belanja peralatan printer 34.300.000,00 3,49
20 | Belanja Pengadaan Meubelair 14.950.000,00 1,52
21 | Belanja Pengadaan Alat Pendingin 5.000.000,00 0,50
22 | Belanja Alat Rumah Tangga lain 8.300.000,00 0,84
23 | Belanja Buku 114.810.000,00 11,68
982.346.100,00 | 100,00

Sumber: SMPNegeri 2 Sintang, tahun 2018

Dana BOS pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2018

sebesar Rp. 982.800.000,00. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp
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982.346.100,00 atau sebesar 99,95 %. Komponen belanja yang terbesar adalah
Belanja Pegawai sebesar 32,99% disusul dengan belanja alat tulis kantor sebesar
12,26% dan belanja buku sebesar 11,68%.

Sekolah-sekolah cenderung mengutamakan pos pembiayaan untuk
membayar honor guru dan tenaga kependidikan non PNS serta pos pembiayaan
yang terkait dengan kegiatan pembelajaran. Prioritas sekolah untuk
mengutamakan gaji/honor pegawali non PNS sangat dimaklumi karena itu
menjadi pendapatan satu-satunya tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah
karena tidak ada insentif lain selain honor bulanan. Ketentuan dalam panduan
menyebutkan bahwa dana BOS tidak boleh digunakan utuk membayar insentif
guru dan tenaga kependidikan kecuali atas keterlibatan yang bersangkutan dalam
suatu kegiatan di sekolah.

Sebelum berlakunya sekolab gratis, sekolah masih bisa memberikan
tambahan insentif berupa uang transport dan tunjangan jabatan seperti wali kelas.
Namun karena sumber dana dari masyarakat tidak ada lagi maka insentif-insentif
tersebut tidak bisa diberikan lagi. Oleh sebab itu kepala sekolah sangat menjaga
agar honor guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dapat dibayarkan tepat
waktu. Selain itu juga diupayakan selalu mencadangkan sejumlah dana untuk
membayarkan gaji pada bulan berikutnya.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang
sebagai berikut:

Yang penting kegiatan berjalan, honor tidak terlambat bagi honorer. Penggunaan

dana BOS untuk membayar tenaga honorer merupakan pengeluaran sekolah yang
cukup besar hampir di setiap anggaran sekolah (berkisar antara 25%-30%)
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Banyaknya tenaga honorer baik tenaga pendidik maupun tenaga
kependidikan sangat membebani anggaran yang dikeluarkan dan dana BOS
karena sekolah tidak memiliki sumber pemasukan lain, dan alokasi untuk
kebutuhan tersebut diperbolehkan dalam panduan. Sementara itu untuk
menambah tenaga guru dan pendukung lain yang PNS memerlukan waktu dan
proses yang tidak mudah. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah seorang kepala
sekolah yang mengaku telah berkali kali mengusulkan penambahan guru, hanya
didrop satu. Di lain pihak, tidak mungkin menambah jam guru yang sudah penuh
24 jam. Guru pasti menolak kalau sudah lebih dan 24 karena kewajiban hanya 24
jam. Daripada KBM tidak jalan, maka diangkatlah guru honorer.

Penggunaan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran remedial,
pengayaan, dan kegiatan ekstra kurikuler. Berdasarkan laporan pertanggung
jawaban penggunaan dana BOS di sekolah, pada kategori ini sekolah lebih
banyak menggunakan dana BOS untuk kegiatan pembinaan ekstrakurikuler.
Komponen biaya yang dikeluarkan untuk pos tersebut antara lain untuk
membayar honorarium tenaga pelatih kegiatan ekstrakurikuler, transport dan
konsumsi mengikuti lomba (untuk guru dan siswa). Sekolah cenderung kurang
banyak mengeluarkan biaya untuk kegiatan remedial dan pengayaan.

Pembelian barang-barang habis pakai yang meliputi barang-barang ATK
keperluan kantor/sekolah, langganan majalah/Koran pendidikan, keperluan
rumah tangga sekolah serta pengeluaran untuk konsumsi (makanan dan

minuman) sehari-hari. Keperluan makan dan minum ini boleh dikatakan sebagai
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kebutuhan yang cukup penting di sekolah karena menyangkut kebutuhan pokok.
Bisa dibayangkan seandainya guru-guru harus mengajar dari pagi sampai siang
bahkan sore hari tanpa ada minum dan makan (kecil maupun berat). Sementara
untuk mengadakan makan dan minum dengan biaya pribadi tentu akan
memberatkan guru secara ekonomi, apalagi insentif guru sudah tidak ada lagi.
Oleh sebab itu sekolah berusaha sebisa mungkin tetap menyediakan makan dan
minum meskipun dalam bentuk yang paling minimal. Namun demikian tidak
semua sckolah dapat mengusahakan tetap tersedianya makanan dan minuman
setiap hari. Walaupun mengajar dari pagi hingga sore, tidak ada makan siang,
hanya teh atau kopi. Mereka yang tempat tinggalnya dekat sekolah biasa pulang
sebentar untuk makan siang.

Selain kebutuhan makan dan minum, pengeluaran dana BOS untuk
keperluan operasional adalah pembelian ATK dan barang-barang habis pakai,
serta foto copy. Kebutuhan biaya foto copy rata-rata juga cukup besar, antara lain
meliputi foto copy bahan-bahan pembelajaran, foto copy laporan. Ada juga
sekolah yang mengeluarkan biaya untuk foto copy namun tidak disebutkan
keperluan dan jenis barang yang difoto copy.

Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan MKKS.
Pengeluaran untuk kebutuhan ini rata-rata dalam bentuk pemberian transport
kepada guru dalam mengikuti kegiatan MGMP. Harga satuan untuk transport
lokal tidak ada keseragaman antar sekolah, tergantung dari persepsi masing-

masing sekolah.
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Pembiayaan pengelolaan BOS scperti ATK, penggandaan, surat menyurat
tidak dikeluarkan dalam pos tersendiri tetapi digabung dengan pengeluaran
serupa secara umum. Khusus pengeluaran untuk insentif pengelola dana BOS,
sekolah cenderung memberikan insentif secara rutin setiap bulan kepada
bendahara dan operator. Sementara dalam panduan BOS disebutkan bahwa
insentif diberikan hanya dalam rangka penyusunan laporan BOS (laporan dibuat
setiap tiga bulan) dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS.
Pengeluaran untuk insentif ada yang dilaporkan dalam pertanggung jawaban dan
ada yang tidak meskipun mereka mengaku memberikan insentif bulanan kepada
pengelola.

Pembelian komputer. Ketentvan dalam buku panduan membolehkan
sekolah membeli desktop untuk kegiatan belajar siswa maksimum 2 set untuk
SMP. Praktik yang dilakukan, ada sekolah yang membeli laptop dan itu
digunakan oleh pengelola BOS (bendahara) untuk mengerjakan tugas yang
berkaitan dengan pengelolaan BOS.

Dari  keseluruhan penggunaan dana BOS berdasarkan laporan
pertanggungjawaban sekolah, maka kecenderungan pengeluaran dana BOS dapat
diklasifikasikan dalam tiga kelompok utama yaitu Honorarium, Transportasi,
Konsumsi, dan ATK+foto copy. Ketiga kelompok pengeluaran ini hampir
dikatakan menjadi pengelvaran rutin setiap bulan meskipun untuk kegiatan yang
berbeda-beda. Honorarium misalnya, disamping untuk membayar honor bulanan
bagi guru dan pegawai tidak tetap, komponen honorarium diberikan kepada guru

berkaitan dengan keterlibatannya dalam aktivitas pembelajaran misalnya menjadi
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panitia ujian sekolah, mengoreksi hasil wjian/ulangan umum, membuat kisi-kisi
soal, dll. Namun demikian, secara keseluruhan penggunaan dana BOS tidak ada
vang menyimpang dari ketentuan dalam panduan BOS.

Sebagaimana yang tertera pada panduan pelaksanaan BOS, tujuan umum
dar1 program BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Salah satu dampak
dan kebijakan im adalah munculnya kebijakan yang membatasi sekolah dalam
memungut biaya kepada para wali siswa. Dengan kata lain, BOS bagi
kebanyakan sekolah menjadi satu-satunya sumber keuangan yang harus mereka
andalkan.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang

sebagai benkut:
Dalam pelaksanaanya, dana BOS tidaklah cukup untuk memenuhi seluruh
kebutuhan sekolah. Kami harus pandai-pandai mengatur pengeluaran keuangan
agar dana BOS dapat menutup kebutuhan. Beberapa cara yang dipraktikkan oleh
seckolah antara lain membatasi jumlah guru yang dikinm berpartisipasi dalam
forum MGMP (misalnya satu guru saja tiap semesternya walaupun Dinas
mengundang dua orang guru). Diharapkan guru yang dikinm tersebut
mengimbaskan apa yang diperolehnya dalam forum MGMP ke guru-guru
lainnya.

Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai
berikut:

Untuk membtasi pengeluaran, kami menyeleksi kegiatan yang dilakukan oleh
sekolah. Misalnya apabila biasanya sekolah memiliki 20 program, dipilih 12
program yang paling urgen. Program-program yang dipandang kurang
berkontribusi terhadap peningkatan prestasi siswa atau yang kurang efektif untuk
sementara digabung dengan program lainnya atau bahkan dihilangkan.

Membangun pagar sekolah, misalnya, setelah adanya kebijakan pendidikan gratis
tidak dapat dilakukan. Selain itu, praktik yang biasa dilakukan untuk
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mencukupkan dana adalah mengurangi besarnya pengeluaran untuk masing-
masing program.

Selanjutnya, keterlambatan pencairan dana BOS juga memaksa pihak

sekolah untuk memutar otak mencari solusi yang tepat dan cepat untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Seperti Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2
Kecamatan Sintang sebagai benkut:
Pencairan tnwulan pertama — terutama di bulan-bulan awal pencairan dana pasti
terlambat. Keterlambatan ini memaksa sekolah mencan dana talangan agar
sekolah tetap bisa beroperasi. Dana talangan umumnya berasal dari pinjaman
pribadi. Kadang-kadang sekolah dihadapkan pada situasi sulit manakala ada
perintah insidental dari Dinas yang memerlukan biaya cukup besar. Pada waktu
itu sekolah diperintahkan untuk mengikuti pergelaran acara pada tingkat
kabupaten yang harus mengerahkan siswa dalam jumlah banyak. Kegiatan ini
tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, antara lain meliputi transportasi,
kostum, konsumsi, dll. Untuk mengatasi kesulitan ini biasanya sekolah
merealokasi pos-pos pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler lain yang sudah
dijadwalkan dalam perencanaan.

Hasil wawancara di atas, diketahui bahwa hal-hal insidental dalam
pembiayaan sekolah semacam ini sering terjadi sementara sekolah tidak punya
sumber dana yang leluasa. Dalam hal ini kepala sekolah berperan penuh untuk
memutuskan pembagian alokasi dana sesuai dengan kebutuhan. Untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan opersional yang sifatnya insidental tidak jarang sekolah
terpaksa “main akal-akalan”, yaitu menggunakan dana BOS diluar ketentuan
namun tetap dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan.

Dalam membelanjakan dana BOS, para pengelola BOS maupun warga
sekolah harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang boleh dan tidak
boleh dibiayai dengan dana BOS. Dalam panduan pelaksanaan disebutkan bahwa

dana BOS diperuntukkan untuk membeli: Buku teks pelajaran yang hak ciptanya
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telah dibeli oleh pemerintah; Pembiayaan seluruh kegiatan penerimaan siswa
baru; Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan; Pembelian buku
teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan; pembiayaan kegiatan
pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya
tlmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya; Pembiayaan
ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa;
Pembelian bahan-bahan habis pakai; Pembiayaan langganan daya dan jasa;
Pembiayaan perawatan sekolah; Pembayaran honorarium bulanan guru honorer
dan tenaga kependidikan honorer; Pengembangan profesi guru; pemberian
bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya
transport dari dan ke sekolah; Pembiayaan pengelolaan BOS; Pembelian
komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa; Bila terdapat sisa, bisa
digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan
mebeler sekolah.

Daftar komponen di atas seharusnya diinformasikan atau diumumkan
kepada seluruh warga sekolah dan juga wali siswa atau dewan komite. Hal 1m
supaya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penggunaan dana BOS di
sekolah, Beberapa sekolah telah menginformasikan ketentuan tersebut kepada
warga sekolah terutama kepada guru. Informasi kepada guru penting dilakukan
karena terkait dengan kebutuhan pembiayaan dalam pembelajaran. Di sist lain,
pengetahuan guru tentang pengelolaan BOS cenderung tidak mendetil dan hanya
berkisar masalah penggunaan saja. Bahkan guru merasa tidak terlalu penting

untuk mengetahui secara mandalam pengelolaan dana BOS dan mempercayakan
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saja kepada petugas yang ditunjuk. Bagi mereka yang penting kebutuhan untuk
melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat dipenuhi walaupun tidak jarang
pengajuan anggaran untuk kegiatannya ditolak dengan alasan dana BOS tidak
mencukupi atau sudah habis terpakai untuk kegiatan lain.

Agar pelaksanaan program BOS berjalan sccara transparan, diperlukan
adanya keterbukaan mengenai seberapa besar dana yang diperoleh oleh sekolah,
bagaimana dana itu dikelola dan rencana penggunaan dana tersebut. Data
menunjukkan bahwa keterbukaan belum maksimal. Hal ini diindikasikan dengan
adanya kenyataan-kenyatan berikut. Pertama, belum diumumkannya laporan
penggunaan dana kepada masyarakat. Kedua, dalam rapat-rapat walaupun
disampaikan penggunaan dana, pelaporan tidak sampai penyebutan jumlah
rupiahnya secara rinci, hanya jumlah totalnya saja karena sckolah memandang
terbuka tidak berarti terlau terbuka. Hal ini sebagaimana digambarkan di atas,
bahwa terkadang guru harus puas dengan jawaban dari pengelola BOS kalau
dana sudah terpakai, tanpa ada klarifikas1 penggunaan secara rinct.

Namun demikian, pengelola BOS di tingkat sekolah berupaya agar
pelaksanaan program BOS berjalan dengan setransparan mungkin. Seorang
informan mengaku bahwa tim manajemen BOS sekolah berusaha untuk selalu
transparan dengan menginformasikan untuk apa dana digunakan, dalam setiap
rapat. Lebih lanjut dikatakan bahwa penggunaannya pun pemah diumumkan
menggunakan poster, Kebetulan guru-guru itu tidak terlalu pusing dengan
masalah berapa jumlah dana BOS yang penting kegiatan berjalan dan honor tidak

terlambat bagi honorer
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Sebagaimana yang telah diatur dalam panduan pelaksanaan BOS bahwa
masing-masing pcngelola BOS baik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten,
maupun sekolah untuk membuat laporan mengenai pelaksanaan BOS. Adapun
untuk sekolah, diwajibkan untuk membuat laporan per triwulan. Dengan laporan
ini, dapat dilakukan evaluasi mengenai bagaimana program BOS itu
dilaksanakan pada setiap levelnya, seberapa mengena program ini kepada sasaran
yang dituju, hambatan-hambatan yang ada serta kntik maupun saran untuk
program BOS selanjutnya. Secara umum, sekolah-sekolah di Kabupaten Sintang
melakukan pelaporan ini secara rutin.

Selain laporan kepada Tim Manajemen BOS pada tingkat Kabupaten,

sekolah juga perlu untuk melaporkan pelaksanaan program BOS kepada selurub
warga sekolah dan orang tua siswa atau komite sekolah. Hal ini merupakan salah
satu cara yang ditempuh agar pelaksanaan BOS benar-benar berlangsung secara
transparan dan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai program BOS. Pada
kenyataannya, sckolah di Kabupaten Sintang cenderung belum melaporkan dana
BOS pada papan pengumuman secara ajeg. Bendahara sekolah pada pada SD
Negeri 5 Kecamatan Sintang mengakui hal tersebut dengan berkata:
“Selama ini beberapa bulan kita pasang, tapi yang sekarang belum, kalau belum
sempat ya belum dipasang.” walaupun perlu, pemasangan pengumuman
penggunaan dana BOS pada papan pengumuman cenderung diabaikan. Misalnya,
ketika laporan yang ditempel copot, laporan tersebut tidak ditempel lagi karena
glasan lupa atau bahkan laporan yang copot tadi tidak diketahui entah di mana.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa sekolah

kurang mengindahkan ketentuan yang ada dalam BOS untuk melaporkan

pelaksanaan program BOS pada papan pengumuman di sekolah. Hal ini tentu
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perlu mendapat perhatian pada program BOS berikutnya mengingat pentingnya

peran laporan dengan metode seperti ini bagi proses transparansi program BOS.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan BOS pada SD
Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang

a, Komunikasi
Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam tahap persiapan karena
melalui sosialisasi inilah informasi-informasi terkait dengan implementasi dapat
disampaikan kepada sekolah. Sosialisasi juga merupakan sarana komunikasi
bagi birokrasi untuk menyampaikan instruksi-instruksi yang harus dilakukan
oleh jajaran birokrasi di bawahnya. Sosialisasi dilakukan pada tingkat

kabupaten, komisariat, dan sekolah (intemnal).

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Sosialisasi BOS pada tingkat kabupaten dilaksanakan dengan intensitas yang
berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya
pemerintah menyediakan dana untuk kegiatan sosialisasi. Namun pada dua tahun
terakhir, anggaran manajemen untuk program BOS dikurangi sehingga dana
untuk sosialisasi sangat minim. Anggaran yang tersedia pada Tim adalah dana
untuk koordinasi di bidang pendataan. Alokasi inilah yang digunakan oleh Tim
untuk melakukan koordinasi (melalui kegiatan workshop). Kesempatan tersebut
sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi program. Kegiatan semacam
ini hanya terjadi sekali dalam satu tahun. Berbekal informasi yang diperoleh dari
kegiatan koordinasi maka selanjutnya Tim Kabupaten melakukan sosialisasi
kepada sekolah.

Tujuan utama sosialisasi pada tingkat kabupaten adalah menyiapkan

sekolah dalam melaksanakan program BOS sesuai dengan ketentuan yang
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berlaku. Sebagai bahan sosialisasi, Tim pusat mengirim buku panduan kepada
Tim kabupaten dan sekolah. Tahap selanjutnya adalah Tim BOS kabupaten
melakukan sosialisast kepada sekolah.

Untuk program BOS sosialisasi menjadi langkah penting karena pada
awal tahun tersebut pemerintah menggulirkan program sekolah gratis.
Pengamanan program sekolah gratis menjadi pesan utama dalam sosialisasi di
tingkat kabupaten, dimana sekolah-sekolah dilarang melakukan pungutan apapun
kepada siswa terlebih untuk biaya operasional. Materi sosialisasi di tingkat
kabupaten lebih bersifat teknis operasional yang terkait dengan perbendaharaan
misalnya masalah perpajakan, pembukuan, sistem pelaporan dan sejenisnya, serta
informasi-informasi bare dalam peraturan yang tidak ada dalam buku panduan
tahun sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sintang sebagai berikut:
Karena keterbatasan dana, sosialisasi hanya dilakukan selama satu hari. Oleh
karenanya materi sosialisasi meliputi hal-hal yang pokok saja, dalam hal ini
masalah pembukuan dan keuangan, selebihnya dipelajari dari buku juklak. Jadi
materi sosialisasi meliputi informasi penatakelolaan, pertanggungjawaban, dan
beberapa hal baru terkait keuangan yang ada di panduan. Bahkan tertib
administrasi seperti SK tidak disinggung dalam sosialisasi. Peserta diben banyak
bahan (handout) datam CD untuk dipelajari lebih lanjut sendiri.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sintang bahwa lamanya kegiatan sostalisasi pada tingkat
kabupaten adalah satu hari efektif. Durasi pelatihan/sosialisasi im dirasakan oleh

sekolah kurang cukup untuk mencapai target penguasaan materi sampai tuntas.

Karena terbatasnya waktu, sekolah merasa kurang puas dan mengharapkan dalam
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sosialisasi lebih banyak diberikan contoh-contoh buku tunai, buku kas, buku
pajak yang benar, cara membuat SPJ yang benar.

Dana merupakan unsur yang sangat berperan dalam kelancaran proses
sosialisasi BOS. Dengan tersedianya dana yang memadai, proses sosialisasi dapat
berjalan dengan maksimal dan intensif. Sebaliknya, ketika dana yang ada tidak
cukup memadai, untuk kegiatan sosialisasi menjadi tidak berjalan dengan
maksimal. Sayangnya, dana tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk
keperluan sosialisasi oleh kabupaten. Tidak adanya dana ini tentu cukup
menyulitkan Tim BOS kabupaten untuk melakukan sosialisasi dan monitoring
program BOS. Namun setelah melalui proses yang panjang akhimya pemda
mengalokasikan sejumlah dana melalui APBD perubahan. Dana ini dimanfaatkan
untuk monitoring program karena turunnya anggaran pada tiga bulan menjelang
akhir tahun.

Ketidaktersediaan dana inilah yang menghambat sampainya informasi
yang lengkap dan jelas mengenai program BOS. Padahal, sosialisasi merupakan
salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh pengelola BOS di tingkat
Kabupaten. Tidak jarang sekolah sendirilah yang harus berinisiatif untuk
mengundang pengelola BOS tingkat Kabupaten untuk mendapatkan sosialisasi
tentang program BOS.

Sosialisasi internal sekolah dilakukan kepada dua sasaran yaitu
masyarakat {orang tua siswa) dan dewan guru. Sosialisasi BOS kepada orang tua
siswa dilakukan pada saat acara rapat Komite yang diselenggarakan setelah masa

penerimaan siswa baru. Informasi yang disampaikan meliputi sumber dana
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pembiayaan di sekolah dan besamya dana BOS yang diterima sekolah serta
penggunaan-penggunaannya secara global. Informasi tentang penggunaan dana
BOS lebih ditekankan agar masyarakat lebih memahami batasan pembiayaan
menggunakan dana BOS dan tidak menganggap bahwa semua keperluan bisa
didanai dengan BOS. Hal ini untuk mengantisipasi pemahaman masyarakat
tentang sekolah gratis yang berarti tidak ada pungutan apapun dan gratis
seluruhnya.

Sosialisasi internal juga dilakukan kepada dewan guru melalui rapat-rapat
guru. Program sekolah gratis secara tidak langsung membuat orang-orang yang
berkepentingan memiliki rasa ingin tahu tentang dana BOS karena hanya dana itu
yang menjadi sumber pendapatan sekolah. Dampak dari program sekolah gratis
yang dirasakan langsung oleh guru adalah hilangnya beberapa pos insentif seperti
funjangan uang transport, insentif sebagai wali kelas, dan lain-lain, yang selama
ini dibiayai dengan dana partisipasi masyarakat,

Sementara itu dalam ketentuan penggunaannya, dana BOS tidak boleh
digunakan untuk memberikan insentif bulanan semacam ini. Untuk itulah
sekolah merasa perlu menyampaikan informasi dana BOS kepada guru-guru agar
mereka memahami perubahan yang terjadi di sekolah. Sosialisasi kepada guru
juga bermanfaat ketika guru harus berhadapan dengan orang tua siswa dalam hal
pembiayaan pendidikan di luar kepentingan operasional, misalnya pembelian
LKS dan seragam sekolah. Sosialisasi kepada guru-guru dilakukan pada rapat-
rapat guru yang diselenggarakan oleh sekolah sebagaimana dikatakan oleh

Kepala SMP Negeri 2 Sintang:
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“Ada sosialisasi, dalam setiap kesempatan rapat guru di sekolah selalu
disampaikan, apalagi ini kan tentang BOS jadi semua guru harus tahu™.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, selain melalui rapat-rapat guru,
sosialisasi internal juga dilaksanakan secara khusus dengan mengumpulkan
semua guru dengan informasi hal-hal pokok mengenai BOS. Sekolah biasanya
menyampaiakan sosialisasi BOS dengan frekuensi dua atau tiga kali setiap
semesternya, yaitu pada awal, tengah, dan akhir semester. Pada periode-periode
tersebut sekolah dapat bertemu dengan orang tua siswa sehingga informasi
tentang dana BOS dapat disisipkan.

Hal-hal yang disampaiakan kepada orang tua pada umumnya meliputi
jumlah dana BOS yang diterima sekolah dan penggunaan-penggunaannya secara
global. Kadang-kadang penyampaian penggunaan dana BOS kepada orang tua
siswa berkaitan dengan kepentingan sekolah untuk menjelaskan adanya
kebutuhan-kebutuhan tertentu yang tidak bisa dibiayai dengan BOS sehingga
orang tua harus ikut berpartisipasi dalam pembiayaan yang belum tercakup
tersebut.

Kondisi seperti ini biasanya terjadi pada siswa kelas IV atau Kelas IX
pada semester akhir. Ada kebutuhan lain dilvar kebiasaan/rutinitas pada siswa
kelas IV atau Kelas IX yang akan lulus. Dalam rangka menghadapi ujian
nasional sekolah perlu menyiapkan siswa dengan sebaik mungkin, salah satunya
adalah dengan melakukan penambahan jam belajar untuk mata pelajaran tertentu.
Untuk keperluan tersebut maka sekolah perlu musyawarah dengan orang tua

khususnya terkait dengan kebutuhan bjaya yang harus dipenuhi oleh orang tua.
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Penerapan Program BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP
Negeri 2 Kecamatan Sintang, kegiatan pengajuan dana BOS, penggunaan BOS,
dan upaya-upaya transparansi dan akuntabilitas. Untuk pengajuan dan penyaluran
dana BOS masih ditemukan permasalahan terkait jumlah siswa dan validasi data
siswa sehingga Dana BOS yang diterima sekolah tidak selalu tepat dengan
jumlah siswa, ada kalanya kurang atau kelebihan. Dalam mengusulkan
pencairan dana sekolah harus melampirkan SPJ dana yang ditarik pada periode
sebelumnya untuk dapat mencairkan dana periode benkutnya. Sekolah
memandang hal tersebut sebagai upaya dalam penerapan tertib administrasi dan
disiplin sekolah dalam pertanggung jawaban penggunaan dana.

Dengan peraturan tersebut sekolah seakan dipaksa untuk membuat
laporan pertanggung jawaban secepatnya sehingga tidak menimbulkan
penumpukan pekerjaan. Untuk Penggunaan dana BOS, ketentuan penggunaan
dana BOS dirasakan sekolah cukup menyulitkan untuk bergerak dengan leluasa.
Sementara itu ada kebutuhan sekolah diluar ketentuan yang telah ditetapkan.
Penggunaan dana BOS pada SD Negeri 5 Tahun 2018 sebesar Rp.
400.160.000,00. Darijumlah tersebutterealisasisebesar Rp311.688.650,00 atau
sebesar 77,89 %. Komponen belanja yang terbesar adalah Belanja Buku sebesar
26,56% disusul dengan belanja pegawai sebesar 20,52% dan belanja barang
cetakan sebesar 16,01%. Dana BOS pada SMP Negeri 2 Kecamatan
Sintang Tahun 2018 sebesar Rp. 982.800.000,00. Dari jumlah tersebut

terealisasi sebesar Rp 982.346.100,00 atau sebesar 99,95 %. Komponen belanja
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yang terbesar adalah Belanja Pegawai sebesar 32,99% disusul dengan belanja
alat tulis kantor sebesar 12,26% dan belanja buku sebesar 11,68%.

Terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan BOS pada SD Negeri
5 Kecamatan Sintang dan SMP Negen 2 Kecamatan Sintang masih belum
optimal. Indikasi hal tersebut adalah: Dalam susunan Tim BOS Sekolah,
cenderung tidak ada anggota dari unsur orang tua siswa selain Komite Sekolah,
sehingga dalam penyusunan RKAS tidak terlibat. Selain itu, diketahui bahwa
sekolah tidak melakukan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggungjawab sekolah
yang diamanatkan dalam panduan, antara lain. memasang pengumuman baik
untuk penggunaan dana BOS (yang boleh dan tidak boleh) dibiayai dari dana
BOS; Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan
rencana penggunaan dana BOS.

Komunikasi dalam implementasi Program BOS pada SD Negeri 5
Kecamatan Sintang dan SMP Negen 2 Kecamatan Sintang masih belum optimal.
Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten secara umum
dipandang kurang memadai untuk menjadikan pengelola BOS pada tingkat
sekolah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Demikian juga
sosialisasi dari pihak sekolah kepada orang tua muird. Sumber Daya Teknologi,
Sumber Daya Informasi dalam implementasi Program BOS pada SD Negeri 5
Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang cukup memadai.
Namun untuk sumber daya keuangan dan sumber daya manusia masih belum

memadai.
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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Berdasarkan aspek implementasi kebijakan BOS pada SD Negeri 5

Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang disimpulkan

sebagai berikut:

a. Aspek Pengorganisasian pengelolaan  kebijakan BOS  di
Kabupaten Sintang ditetapkan melaui Peraturan Bupati Sintang
Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Penganggaran dan Pengesahan
serta Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan
Pendidikan Negeri pada Pemerintah Kabupaten Sintang. Pelaksanaan
tugas dan tanggung tawab Tim BOS  Kabupaten Sintang
tahun 2018 dalam inendukung Implementasi Program BOS pada
SDNegeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang
masih  belum  optimal. Dari aspek pengorganisasian,
penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pada SD Negeri 5
Kecamatan Sintang inaupun pada SMP Negeri 2 Kecarnatan Sintang
belum tersedia Keputusan Kepala Sekolah mengenai Pembentukan
Tim BOS Sekolah. Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang, yang ada
hanya Surat Penunjukkan Bendahara BOS Reguler dan BOS Daerah
yang tertuang dalam Surat Penunjukkan Kepala SD Negeri 5

Nomor: 421.2/02/SDN 5-A. Hal yang sama juga terjadi pada SMP
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Negeri 2 Kecamatan Sintang, dimana yang ada hanya ada
Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Nomor 421.3./359/SMPN
02/A/2018 tentang Pembentukan Tim Penjamin Mutu Pendidikan
Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Kabupaten Sintang.

b. Aspek Interpretasi, masih ditemukan adanya ketidakpahaman pihak
sekolah yaitu SD Negeni 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negen 2
Kecamatan Sintang dalam hal aturan administrasi pembentukan tim BOS
sekolah. Terkait dengan kewajiban Kecpala Sekolah menerbitkan SK
tentang Tim Manajemen BOS Sekolah, dalam praktiknya di sekolah
cenderung tidak menerbitkan SK tentang susunan Tim Pengelola BOS
Sekolah sebagaimana disyaratkan dalam panduan. Sekolah menganggap
bahwa SK Tim telah dibuat oleh Dinas Pendidikan kabupaten karena
Kepala Sekolah dan Bendahara sudah tertulis dalam Surat Perjanjian
Pemberian Bantuan (SPPB) yang menetapkan jumlah dana BOS di masing-
masing sekolah.

c. Aspek Penerapan kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang
dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang, kegiatan pengajuan dana BOS,
penggunaan BOS, dan upaya-upaya transparansi dan akuntabilitas. Untuk
pengajuan dan penyaluran dana BOS masih ditemukan permasalahan
terkait jumlah siswa dan validasi data siswa schingga dana BOS yang
diterima sekolah tidak selalu tepat dengan jumlah siswa, ada kalanya
kurang atau kelebihan. Dalam mengusulkan pencairan dana sekolah harus

melampirkan SPJ dana yang ditarik pada periode sebelumnya untuk dapat
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mencairkan dana periode berikutnya. Sekolah memandang hal tersebut
sebagal upaya dalam penerapan tertib administrasi dan disiplin sekolah
dalam pertanggung jawaban penggunaan dana. Dengan peraturan tersebut
sekolah seakan dipaksa untuk membuat laporan pertanggung jawaban
secepatnya sehingga tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan. Untuk
Penggunaan dana BOS, ketentuan penggunaan dana BOS dirasakan
sekolah cukup menyulitkan untuk bergerak dengan leluasa. Sementara itu
ada kebutuhan sekolah diluar ketentuan yang telah ditetapkan. Realisasi
Penggunaan dana BOS pada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2
Kecamatan Sintang Tahun 2018 cukup baik. Terkait transparansi dan
akuntabilitas pelaksanaan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan
SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang masih belum optimal. Indikasi hal
tersebut adalah: Dalam susunan Tim BOS Sekolah, cenderung tidak ada
anggota dari unsur orang tua siswa selain Komite Sekolah, sehingga dalam
penyusunan RKAS tidak terlibat. Selain itu, diketahui bahwa sekolah tidak
melakukan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggungjawab sekolah yang
diamanatkan dalam panduan, antara lain; memasang pengumuman baik
untuk penggunaan dana BOS (yang boleh dan tidak boleh) dibiayai dari
dana BOS; Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh
sekolah dan rencana penggunaan dana BOS.
2. Berdasarkan aspek faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan

Sintang disimpuikan sebagai berikut:
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a. Komunikasi dalam implementasi kebijakan BOS pada SD Negeri 5
Kecamatan Sintang dan SMP Negen 2 Kecamatan Sintang masih belum
optimal. Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan
Kabupaten secara umum dipandang kurang memadai untuk menjadikan
pengelola BOS pada tingkat sekolah memiliki pengetahuan dan
keterampilan yang cukup. Demikian juga sosialisasi dan pihak sekolah
kepada orang tua muird.

b. Sumber Daya Teknologi, Sumber Daya Informasi dalam implementasi
kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negen 2
Kecamatan Sintang cukup memadai. Namun untuk sumber daya keuvangan
dan sumber daya manusia masih belum memadai.

B. Saran
1. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, sebagai
berikut:

a. Perlu peningkatan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS
Kabupaten Sintang dalam mendukung Implementasi Program
BOS, yaitu: Melatih, membimbing dan mendorong sekolah
pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data
pokok pendidikan dalam sistern pendataan yang telah
disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah
pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan

masyarakat tentang program BOS termasuk melalui
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pemberdayaan pengawas sekolah, Menegur dan
memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang
belum membuat laporan serta memberikan pelayanan dan
penanganan pengaduan masyarakat. Pembentukan  Tim
BOS sekolah pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2
juga harus melibatkan perwakilan orang tua, tidak hanya
Ketua Komite saja.

b. Penyelenggaraan sosialisasi oleh mim Manajemen BOS Kabupaten yang
lebih lama dengan materi sosialisasi yang komprehensif, tidak hanya
terfokus pada masalah-masalah keuangan tetapi juga mencakup tertib
administrasi sesuai panduan dan transparansi dan akuntabilitas. Sosialisasi
perlu didukung dengan monitoring dan supervisi yang memadai, mencakup
seluruh ketentuan dalam panduan mulai tahap persiapan, pelaksanaan
sampai dengan pelaporan.

2. Untuk pihak SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Sintang
sebagai berikut:

a. Demi terwujudnya efektivitas pemanfaatan dana BOS yang efektif
diharapkan sekolah dapat mengatur pola pembiayaan operasional
pemanfaatan dana BOS yang lebih efisien disertai dengan pengadaan
sarana dan prasarana yang lebih memadai dan menambah jumlah
pegawai/staff khususnya yang menangani dana BOS perlu lebih

ditingkatkan,
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b. Sekolah hendaknya mengadakan sosialisasi mengenai pemanfaatan dana
BOS guna meningkatkan peran serta masyarakat khususnya orang tua/wali
murid dan agar komunikasi orang tua dengan pihak sekolah dapat
meningkat sehingga mekanisme yang transparan dalam pengelolaan dana
dapat terwujud.

c. Perlu kajian yang berkelanjutan (dari tahun ke tahun) tentang kebutuhan nil
operasional sekolah, agar ketentuan/rambu-rambu dalam penggunaan dana
BOS dapat lebih mendekati kebutuhan masing-masing sekolah

d. Searah dengan tujuan program BOS yaitu dalam rangka pembebasan siswa
miskin/tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang
berkualitas, hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan
untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar
sesvai dengan buku Panduan BOS yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Karena komitmen sekolah sebagai penerima sekaligus pengelola BOS
sangat menentukan keberhasilan dari pada program BOS baik dalam

lingkup internal sckolah maupun daerah.
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Kebutuhan lain yang memerlukan tambahan biaya adalah perpisahan, wisata, dan
kebutuhan administratif yang memerlukan biaya misalnya foto untuk ijazah.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang

sebagai benkut:
Orang tua mund akan sangat kritis apabila ada unsur-unsur pembiayaan yang
dibebankan kepada siswa. Oleh sebab itu, guru-guru perlu dibekali dengan
informasi yang memadai tentang program BOS terutama tentang penggunaan,
untuk menghindari kesalahpahaman dan para pemangku kepentingan terutama
orang tua siswa.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa sosialisasi
tidak cukup jika hanya mengandalkan pelatihan atau workshop yang diadakan
pada tingkat kabupaten. Pihak sekolah diharapkan untuk lebih proaktif
mempelajari program BOS melalui media-media lainnya yang tersedia. Salah
satu media yang dapat dimanfaatkan untuk mensosialisasikan program BOS
adalah melalui buku panduan yang berisi tentang petunjuk teknis BOS yang telah
didistnbusikan kepada masing-masing seckolah. Dengan adanya buku panduan
tersebut, sekolah memibki referensi mengenai apa itu BOS, jenis biaya
pendidikan yang ditanggung BOS, mekanisme penyaluran BOS, bagaimana
seharusnya BOS dijalankan dan berbagai hal lainnya mengenai BOS yang bisa
diakses setiap saat oleh sekolah.

b. Sumber Daya
Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 5
Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

tidak akan berlangsung dengan lancar dan tertib (baik) tanpa adanya suatu

sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya tersebut mencakup tenaga
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manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan
keuangan yang cukup. Jika hal-hal yang demikian itu tidak terpenuhi, maka
mustahil tujuan dan program BOS akan tercapai dengan baik atau sesuai
dengan harapan.
Berdasarkan uraian tersebut untuk mengetahui ketersediaan sumber daya
dalam Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 5
dan pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:
Tabel 4.9. Ketersediaan Sumber Daya Dalam Implementasi Program

Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 5 dan pada SMP
Negen 2 Kecamatan Sintang

No Sumber Daya Keterangan
Memadai Kurang Tidak
Memadai Memadai

1 | Sumber Daya - - v
Keuangan

2 | Sumber Daya Manusia v -

3 | Sumber Daya - v -
Informasi

4 | Sumber Daya - v -
Teknologi

5 | Sumber Daya Fasilitas - v -
Fisik

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa Ketersediaan
sumber daya dalam Implementasi Program Bantuan Operasional Sckolah pada
SD Negeri 5 dan pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang pada umumnya kurang

memadai bahkan tidak memadai.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



44223

103

C. Pembahasan

Charles Q. Jones dalam bukunya An Introduction to The Study of Public
Policy (1984:166) mengatakan “Implementation is the set of activities directed
toward putting a program into effect. Three activities in particular are
significant, those are : organization, interpretation, and application”
(implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan
sebuah program. Tiga kegiatan benikut ini adalah pilamya yaitu : organisasi,
interpretasi dan penerapan). Menurut Jones (1991:296), organisasi adalah
pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk
menjadikan program berjalan. Interpretasi adalah menafsirkan agar program
menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat ditenma serta
dilaksanakan. Sedangkan penerapan merupakan ketentuan rutin dan pelayanan,
pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan
program.

Berdasarkan pendapat di atas, aspek Implementasi Program BOS pada SD
Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang dalam
kontek  pengorganisasian  pengelolaan  Program BOS ditetapkan
melalui Peraturan Bupati Sintang Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penganggaran Dan Pengesahan Serta Pertanggung Jawaban Dana Bantuan
Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Pada Pemerintah Kabupaten
Sintang.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten

Sintang Tahun 2018 dalam mendukung Implementasi Program BOS
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pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang
masih belum optimal. Dari aspek pengorganisasian, penelitian
ini juga memperiihatkan bahwa pada SD Negeri 5 Kecamatan
Sintang maupun pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang belum tersedia
Keputusan Kepala Sekolah mengenai Pembentukan Tim BOS Sekolah.
Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang, yang ada hanya Surat
Penunjukkan Bendabara BOS Reguler dan BOS Daerah yang tertuang
dalam Surat Penunjukkan Kepala SD Negeri 5 Nomeor: 421.2/02/SDN 5-
A. Hal yang sama juga terjadi pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang,
dimana yang ada hanya ada Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Nomor
421.3./359/SMPN 02/A/2018 tentang Pembentukan Tim Penjamin Mutu
Pendidikan Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Kabupaten Sintang.
Interpretasi, masih ditemukan adanya ketidakpahaman pihak sekolah
yaitu SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang
dalam hal aturan administrasi pembentukan tim BOS sekolah. Terkait dengan
kewajiban Kepala Sekolah menerbitkan SK tentang Tim Manajemen BOS
Sekolah, dalam praktiknya di sekolah cenderung tidak menerbitkan SK tentang
susunan Tim Pengelola BOS Sekolah sebagaimana disyaratkan dalam panduan.
Sekolah menganggap bahwa SK Tim telah dibuat oleh Dinas Pendidikan
kabupaten karena Kepala Sekolah dan Bendahara sudah tertulis dalam Surat
Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang menetapkan jumlah dana BOS di

masing-masing sekolah.
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PEDOMAN OBSERVASI

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS
Kabupaten Sintang Tahun 2018

No { Tugas dan Tanggung Jawab Hasil Penelitian N
Tim BOS Kabupaten SD Negeri5 | SMP Negeri
berdasarkan Permendikbud 2

Nomor 8 Tahun 2017

I | Melatih, membimbing dan
mendorong  sekolah  pada
jenjang  pendidikan dasar
untuk  memasukkan  data
pokok  pendidikan  dalam
sistem pendataan yang telah
disediakan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

2 | Melakukan monitoring
perkembangan
pemasukan/updating data

yvang dilakukan oleh sekolah
pada jenjang pendidikan dasar
secara online

3 | Memverifikasi kelengkapan
data (jumlah peserta didik dan
nomor rekening) di sekolah
pada jenjang pendidikan dasar
yang diragukan tingkat
akurasinya. Selanjutnya
meminta sekolah untuk
melakukan perbaikan data
melalui sistem dapodik

4 | Memverifikasi sekolah kecil
yang memenuhi
syarat/kriteria _yang  telah
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ditetapkan untuk diusulkan ke
Tim BOS Provinsi agar
memperoleh alokasi BOS
minimal

5 |Kepala dinas pendidikan

kabupaten/kota sebagai
penanggung jawab
Tim BOS
Kabupaten/Kota

menandatangani NPH

mewakili sekolah pada
jenjang pendidikan dasar

6 | Memberikan

sosialisasi/pelatihan  kepada
sekolah pada jenjang
pendidikan dasar, Komite
Sekolah dan  masyarakat
tentang program BOS

termasuk melalui
pemberdayaan pengawas
sekolah

7 | Mengupayakan penambahan
dana dari APBD
Kabupaten/ Kota  untuk
operasional sekolah pada
jenjang pendidikan dasar dan
untuk operasional Tim BOS
Kabupaten/Kota

8 | Melakukan pembinaan
terhadap sekolah pada jenjang
pendidikan dasar dalam
pengelolaan dan pelaporan

BOS
9 | Memantau pelaporan
pertanggungjawaban

penggunaan BOS yang
disampaikan oleh sekolah
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pada jenjang pendidikan dasar
secara offline maupun secara
online

10

Menegur dan memerintahkan
sekolah pada jenjang
pendidikan dasar yang belum
membuat laporan

11

Mengumpulkan dan
merekapitulasi laporan
realisasi penggunaan BOS
dari sekolah pada jenjang
pendidikan dasar untuk
disampaikan kepada kepala
dinas pendidikan provinsi dan
kepada pemerintah daerah
kabupaten/kota

12

Melakukan monitoring
pelaksanaan program BOS di
sekolah, termasuk dengan
memberdayakan pengawas
sekolah sebagai tim
monitoring kabupaten/kota

Memberikan pelayanan dan
penanganan pengaduan
masyarakat
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Larangan Bagi Tim BOS Kabupaten Sintang Tahun 2018

No | Larangan Tim BOS Kabupaten | Keterangan _

berdasarkan Permendikbud SD Negeri 5 | SMP Negeri 2
Nomor 8 Tahun 2017

1 {melakukan pungutan dalam

bentuk  apapun  terhadap

sekolah

2 | melakukan pemaksaan dalam

pembelian barang dan jasa

dalam pemanfaatan BOS

3 !mendorong sekolah untuk

melakukan pelanggaran

terhadap ketentuan

penggunaan BOS

4 | menjadi distributor/pengecer

dalam proses pembelian/

pengadaan buku/barang

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS
pada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Kecamatan
Sintang Tahun 2018

No | Tugas dan Tanggung | SD Negen 5 i SMP Negeri 2
Jawab Tim  BOS :3

Sekolah  berdasarkan
Permendikbud Nomor 8
Tahun 2017

I | mengisi, mengirim
dan meng-update data
pokok pendidikan
secara lengkap ke

dalam sistem
Dapodik sesuai
dengan ketentuan

peraturan perundang-
undangan
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(2 | memastikan  data
yang masuk dalam

Dapodik sesuai
dengan kondisi riil di
sekolah

3 | memverifikasi
kesesuaian jumlah
dana yang diterima
dengan data peserta
didik yang ada

4 Menyelenggarakan

pembukuan secara
lengkap
5 | memenuht ketentuan
transparansi
pengelolaan dan
penggunaan
6 | menyusun dan
menyampaikan
laporan secara
lengkap §

7 | bertanggung  jawah
secara formal dan
material atas
penggunaan BOS
vang diterima

8 | menandatangani surat
pernyataan tanggung
jawab yang
menyatakan bahwa
BOS yang diterima
telah digunakan
sesuai NPH BOS
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9 | memberikan B
pelayanan dan |
penanganan
pengaduan
masyarakat 5
10 |untuk sekolah pada
jenjang  pendidikan
dasar yang
diselenggarakan oleh
pemerintah daerah,
memasang spanduk di
sekolah terkait
kebijakan pendidikan
bebas pungutan setiap
hari di serambi
Sekolah
Ketersediaan Sumber Daya Dalam implementasi Program
Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negert 5 dan pada
SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang
No Sumber Daya Keterangan
Memadai Kurang |  Tidak
_ Memadai Memadai
1 Sumber Daya
Keuangan
2 Sumber Daya Manusia
3 Sumber Daya
Informasi
4 Sumber Daya
Teknologi
5 Sumber Daya Fasilitas
Fisik
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Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS
Kabupaten Sintang Tahun 2018

No

Tugas dan Tanggung Jawab
Tim BOS Kabupaten
berdasarkan Permendikbud
Nomor 8 Tahun 2017

Hasil Penelitian

SD Negeri 5

SMP Negeri 2

Melatih, membim bll‘lg dan .

mendorong sekolah pada
jenjang pendidikan dasar
untuk memasukkan data
pokok pendidikan dalam
sistem  pendataan yang
telah disediakan oleh
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan

Belum
dilaksanakan

Belum
dilaksanakan

Melakukan
perkembangan
pemasukan/updating data
yang dilakukan oleh
sekolah pada  jenjang
pendidikan dasar secara
online

monitoring

Sudah
dilaksanakan

Sudah
dilaksanakan

Memverifikasi
kelengkapan data (jumlah
peserta didik dan nomor
rekening) di sekolah pada
jenjang pendidikan dasar
yang diragukan tingkat
akurasinya. Selanjutnya
meminta sekolah untuk
melakukan perbaikan data
melalui sistem dapodik

Sudah
dilaksanakan

Sudah
dilaksanakan
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Memverifikasi sekolah
kecil yang memenuhi
syarat/kriteria yang telah
ditetapkan untuk diusulkan
ke Tim BOS Provinsi agar
memperoleh alokasi BOS
minimal

Sudah
dilaksanakan

Sudah
dilaksanakan

Kepala dinas pendidikan
kabupaten/kota sebagai
penanggung jawab
Tim BOS
Kabupaten/Kota
menandatangani NPH
mewakili  sekolah pada
jenjang pendidikan dasar

Sudah
dilaksanakan

Sudah
dilaksanakan

Memberikan
sosialisast/pelatihan
kepada sekolah pada
jenjang pendidikan dasar,
Komite Sekolah dan
masyarakat tentang
program DBOS termasuk
melalui pemberdayaan
pengawas sekolah

Belum
dilaksanakan

Mengupayakan
penammbahan dana dan
APBD Kabupaten/ Kota
untuk operasional sekolah
pada jenjang pendidikan
dasar dan untuk
operasional Tim BOS
Kabupaten/Kota

R

Belum
dilaksanakan

dilaksanakan

Belum
dilaksanakan

Melakukan pembinaan
terhadap sekolah pada
jenjang pendidikan dasar
dalam pengelolaan dan
pelaporan BOS

Belum
dilaksanakan

Belum
dilaksanakan
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pertanggungjawaban

penggunaan BOS yang
disampaikan oleh sekolah
pada jenjang pendidikan
dasar secara offline
maupun secara online

Sudah
dilaksanakan

44223

dilaksanakan

10

Menegur
memerintahkan sekolah
pada jenjang pendidikan
dasar yang belum membuat
laporan

dan’

Belum
dilaksanakan

! dilaksanakan

Belum

Il

Mengumpulkan dan
merekapitulasi [aporan
realisasi penggunaan BOS
dari sekolah pada jenjang
pendidikan dasar untuk
disampaikan kepada kepala
dinas pendidikan provinsi
dan kepada pemerintah
daerah kabupaten/kota

Sudah
dilaksanakan

Sudah
dilaksanakan

12

Melakukan monitoring
pelaksanaan program BOS
di sekolah, termasuk
dengan memberdayakan
pengawas sekolah sebagai
tim monitoring
kabupaten/kota

Belum
dilaksanakan

Belum
dilaksanakan

13

Memberikan pelayanan dan
penanganan pengaduan
masyarakat

Belum
dilaksanakan

Belum
dilaksanakan
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Larangan Bagi Tim BOS Kabupaten Sintang Tahun 2018

No | Larangan Tim BOS Kabupaten |  Keterangan
berdasarkan Permendikbud SD Negeri S | SMP Negeri2
Nomor 8 Tahun 2017

I | melakukan pungutan dalam | Tidak ada Tidak ada
bentuk  apapun  terhadap
| {sekolah
2 imelakukan pemaksaan dalam | Tidak ada Tidak ada

pembelian barang dan jasa
dalam pemanfaatan BOS

3 | mendorong sekolah untuk | Tidak ada Tidak ada
melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan
| penggunaan BOS
4 | menjadi distributor/pengecer | Tidak ada Tidak ada

dalam proses pembehan/
pengadaan buku/barang

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS
pada SD Negeri 5 dan SMP Negen 2 Kecamatan
Sintang Tahun 2018

No | Tugas dan Tanggung | SD Negeri 5 SMP Negeri 2
Jawab Tim BGS
Sekolah berdasarkan
Permendikbud Nomor 8

Tahun 2017 |
1 | mengisi, mengirim | Sudah  dilakukan, | Sudah dilakukan,

dan meng-update | tetapi data vyang |tetapi data yang

data pokok | disampaikan belum | disampaikan belum

pendidikan secara | lengkap lengkap

lengkap ke dalam

sistem Dapodik

sesual dengan

ketentuan peraturan
perundang-undangan
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o]

memastikan data
vang masuk dalam
Dapodik sesuai
dengan kondisi riil di
sekolah

Sudah dilakukan

Sudah dilakukan

sesuyat NPH BOS

3 | memverifikasi Sudah dilakukan | Sudah difakukan
kesesuaian jumlah
dana yang diterima
dengan data peserta
didik yang ada

4 | Menyelenggarakan Sudah  dilakukan, | Sudah dilakukan,
pembukuan secara | tetapit pembukuan | tetapi pembukuan
lengkap belum lengkap belum lengkap

5 | memenuhi ketentuan | Terindikasi masth | Terindikasi  masih
transparansi belum transparan belum transparan
pengelolaan dan
penggunaan

6 | menyusun dan | Sudah dilakukan, | Sudah  dilakukan,
menyampaikan tetapi Laporan | tetapi Laporan
laporan secara | belum lengkap belum lengkap
lengkap

7 | bertanggung  jawab | Sudah dilakukan Sudah dilakukan
secara formal dan
material atas
penggunaan BOS
yang diterima

8 | menandatangani surat | Sudah dilakukan Sudah dilakukan
pernyataan tanggung
jawab vang
menyatakan bahwa
BOS yang diterima
telah digunakan
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9 | memberikan Belum dilakukan Belum dilakukan
pelayanan dan
penanganan
pengaduan
masyarakat
10 | untuk sekolah pada | Belum dilakukan Belum dilakukan |
jenjang  pendidikan
dasar yang
diselenggarakan oleh
pemerintah  daerah,
memasang spanduk
di sekolah terkait
kebijakan pendidikan
bebas pungutan
setiap hari di serambi
Sekotah
Ketersediaan Sumber Daya Dafam Implementasi Program
Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 5 dan pada
SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang
No Sumber Daya __;__________ ~ Keterangan
Memadai Kurang Tidak
Memadai Memada
1 Sumber Daya - - v
Keuangan
2 Sumber Daya Manusia v -
3 Sumber Daya - v -
Informasi
4 Sumber Daya - v -
Teknologi
5 Sumber Daya Fasilitas - v -
Fisik
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : SOFIA SUKMA SARI

Mahasiswa

NIM 2 530003822

Judul : Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional

Sekolah Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Dan
SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten

Sintang

Nama Yang

Diwawancara Drs. Lindra Azmar, M.Si

Jabatan :  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sintang

Tanggal : 06 Mei 2019

1. Bagaimanakah mekanisme pengorganisasi pengelolaan
program BOS?
Jawab:
Pengorganisasian pengelolaan Program BOS
dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat,
provinsi, kabupaten/kota sampai pada tingkat satuan
pendidikan. Untuk Tim BOS Pusat, Mentert Pendidikan
dan Kebudayaan membentuk Tim BOS Pusat. Untuk
Tim BOS Provinsi, Gubernur membentuk Tim BOS
Provinsi. Untuk Tim BOS Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota membentuk membentuk Tim BOS
Kabupaten/Kota.

2. Bagaimanakah Struktur Tim BOS Kabupaten Sintang?
Jawab:

Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, adapun
Tim BOS Kabupaten Sintang yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Bupati Sintang Nomor 78 Tahun 2017.
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3. Apa langkah awal dalam mengelola dana BOS di sekolah?
Jawab:

Sebagat langkah awal dalam mengelola dana BOS maka sekolah
diwajibkan membentuk Tim BOS Sekolah dengan susunan personil
sebagaimana ditulis dalam panduan. Berdasarkan Peraturan
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah, Kepala sekolah membentuk Tim
BOS Sekolah,

4. Apakah Penerbttan SK Tim BOS sekolah sangat penting?
Jawab:

Penerbitan SK Tim BOS sekolah adalah prosedur yang penting untuk
dipatuhi dan dilakukan.

5. Apakah SK Tim Manajemen Sekolah seharusnya dikeluarkan oleh
kepala sekolah?

Jawab:

Dalam buku petunjuknya kan tim manajemen sekolah di SK kan oleh
kepala sekolah. Hal ini semakin menunjukkan ketidakpahaman
sekolah dalam hal aturan admimstrasi pembentukan tim BOS
sekolah.

6. Bagatmanakah mekanisme yang dilakukan Dinas Pendidikan dan
Kehudayaan Kabupaten Sintang dalam pengusulan dan pencairan
dana BOS dari sekolah?

Jawab:

Untuk pengusulan dan pencairan dana BOS dan sekolah, Kabupaten
Sintang memberlakukan alur sebagai berikut: Data jumlah siswa
diwsulkan oleh sekolah dengan menggunakan format dart Tim BOS
Kabupaten.  Daftar usulan tersebut diserahkan kepada Tim
Manajemen BOS Kabupaten. Berdasarkan data usulan tersebut maka
Tim BOS Kabupaten menerbitkan Surat Perjanjian Pemberian
Bantuan (SPPB) dengan mencantumkan jumlah dana BOS yang
diterima sekolah pada satu periode penyaluran. SPPB didistribusikan
ke sekolah-sekolah. Selanjutnya, sekolah menandatangani SPPB
tersebut dan menyerahkan kembali dengan melampirkan laporan
pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana BOS pada pencairan
sebelumnya. Tim Manajemen BOS Kabupaten menandatangani
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SPPB dan mendistribusikan ke sckolah sebagai syarat pencairan
dana.

7. Apa saja strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Sintang untuk menagih SPJ dana BOS dari sekolah-sekolah ?

Jawab:

Untuk menagih SPJ dari sekolah-sekolah memang diperlukan
strategi-strategi  yang efektif, karena masalah administrasi
pertanggungjawaban dana biasanya menjadi masalah yang cukup
menghambat.  Lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  pelaporan
pertanggungjawaban dana BOS akan semakin berat manakala dana
BOS sudah habis terpakai, apalagi jika sckolah menunda laporan SPJ
sampai dengan akhir tahun.

8. DBagaimanakah sosilisast BOS di tingkat Kabupaten Sintang?
Jawab:

Sosialisasi BOS pada tingkat kabupaten dilaksanakan dengan
intensitas yang berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pada tahun-tabun sebelumnya pemerintah menyediakan dana untuk
kegiatan sosialisasi. Namun pada dua tahun terakhir, anggaran
manajemen untuk program BOS dikurangi schingga dana untuk
sosialisasi sangat minim. Anggaran yang tersedia pada Tim adalah
dana untuk koordinasi di bidang pendataan. Alokasi inilah yang
digunakan oleh Tim untuk melakukan koordinasi {melalui kegiatan
workshop). Kesempatan tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk
melakukan sosialisasi program. Kegiatan semacam ini hanya terjadi
sekali dalam satu tahun. Berbekal iformasi yang diperoleh dari
kepiatan koordinasi maka selanjutnya Tim Kabupaten melakukan
sosialisasi kepada sekolah.

9. Apa saja kendala sosilisasi BOS di tingkat Kabupaten Sintang?
Jawab:

Karena keterbatasan dana, sosialisasi hanya dilakukan selama satu
hari. Oleh karenanya maten sosialisasi meliputi hal-hal yang pokok
saja, dalam bhal ini masalah pembukuan dan keuangan, selebihnya
dipelajari dari buku juklak. Jadi materi sosialisasi meliputi informasi
penatakelolaan, pertanggungjawaban, dan beberapa hal baru terkait
keuangan yang ada di panduan. Bahkan tertib administrasi seperti SK
tidak disinggung dalam sosialisasi. Peserta diberi banyak bahan
(handout) dalam CD untuk dipelajari lebih lanjut sendiri.
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pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat
laporan.

3. Menurut Bapak bagaimanakah pelaksanaan tugas
Tim BOS Kabupaten Sintang dalam melakukan
monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah?

Jawab:

Kegiatan monitoring pelaksanaan program BOS di
sekolah, masih jarang dilakukan, termasuk dengan
memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim
monitoring kabupaten ataupun memberikan pelayanan
dan penanganan pengaduan masyarakat.

4. Bagaimanakah tanggapan Bapak terkait keberadaan unsur orang tua
dalam Tim BOS sekolah?

Jawab

Menurut pendapat kami, keberadaan unsur orang tua sudah bisa
terwakili oleh ketua komite sekolah meskipun dalam praktiknya
peran komite tidak terlibat secara intens dalam pengelolaan dana
BOS. Komite biasanya berperan pada tahap perencanaan program
sekolah vaitu penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan
Anggaran Sekolah (RKAS).

5. Apakah di sekolah Bapak di pasang pengumuman pengelolaan dana
BOS?

Jawab:

Tidak. Alasan kami tidak memasang papan pengumuman karena
khawatir masyarakat dan LSM akan menyoroti angka-angka yang
terpampang dalam papan pengumuman. Informan lebih setuju bila
anggaran sekolah hanya dibicarakan dengan guru dan Komite.
Komponen-komponen yang ada dalam pengeluaran akan
mengundang respon negatif dan masyarakat akan mencari-cari
kesalahan sekolah. Hal ini menurut informan akan menyebabkan
sekotah tidak stabil. Belum lagi menghadapi ulah para LSM dan
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wartawan yang mengira sekolah banyak duit, sehingga selalu
menanyakan masalah transparanasi dan akuntabilitas sekolah.

6. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap
penerbitan SK Tim BOS sekolah?

Jawab:

SK Tim Manajemen Sekolah telah dibuat oleh Dinas Pendidikan
kabupaten karena Kepala Sekolah dan Bendahara sudah tertulis
dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang menetapkan
jumlah dana BOS di masing-masing sckolah. Pencantuman kedua
unsur pengelola tersebut telah dianggap sebagai SK penetapan
keduanya sebagai pengelola BOS di sekolah.

7. Apakah dalam proses pendataan siswa untuk dana
BOS pernah terjadi kekeliruan data?
Jawab:
Kasus kekeliruan data ini belum pernah terjadi. Bahkan yang sering
kami alami adalah kekurangan jumlah dana BOS karena terjadi
peningkatan jumlah siswa pada tahun ajaran baru.

8. Bagaimanakah mekanisme penarikan dana BOS
disekolah Bapak?
Jawab:
Apabila dana ditarik tiap bulan maka setiap kali menarik jumlahnya
akan terlalu besar. Menyimpan uang dalam jumlah besar sangat
beresiko. Dengan demikian penankan setiap bulan lebih aman, dapat
mengurangi tesiko kehilangan dan/atau penyelewengan, dan
memperingan penyimpanan oleh pengelola.

9. Apakah dana BOS sudah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan
sekolah?
Jawab:

Dalam pelaksanaanya, dana BOS tidaklah cukup untuk memenuhi
seluruh kebutuhan sekolah. Kami harus pandai-pandar mengatur
pengeluaran keuangan agar dana BOS dapat menutup kebutuhan.
Beberapa cara yang dipraktikkan oleh sekolah antara lain membatasi
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jumlah gurn yang dikirim berpartisipasi dalam forum MGMP
(misalnya satu guru saja tiap semesternya walaupun Dinas
mengundang dua orang guru). Diharapkan guru yang dikirim tersebut
mengmmbaskan apa yang diperolehnya dalam forum MGMP ke guru-
guru lainnya.

10. Upaya apa yang dilakukan sekolah untuk mengatasi keterlambatan
pencairan dana BOS?

Jawab:

Pencairan triwulan pertama — terutama di bulan-bulan awal pencairan
dana pasti terlambat. Keterlambatan ini memaksa sekolah mencari
dana talangan agar sekolah tetap bisa beroperasi. Dana talangan
umumnya berasal dari pinjaman pribadi. Kadang-kadang sckolah
dihadapkan pada sitvasi sulit manakala ada perintah insidental dari
Dinas yang memertukan biaya cukup besar. Pada waktu itu sekolah
diperintahkan untuk mengikutt pergelaran acara pada tingkat
kabupaten yang harus mengerahkan siswa dalam jumiah banyak.
Kegiatan ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, antara lain
meliputi transportasi, kostum, konsumsi, dll. Untuk mengatasi
kesulitan ini biasanya sekolah merealokasi pos-pos pembiayaan
kegiatan ekstrakurikuler lain yang sudah dijadwalkan dalam
perencanaan.

1. Apakah sudah dilakukan sosialisasi dana BOS di internal sekolah
Bapak?

Jawab:

Ada sosialisasi, dalam setiap kesempatan rapat guru di sekolah selaln
disampaikan, apalagi ini kan tentang BOS jadi semua guru harus
tahu. Hal ini karena Orang tua murnd akan sangat kritis apabila ada
unsur-unsur pembiayaan yang dibebankan kepada siswa. Oleh sebab
itu, guru-gum perlu dibekali dengan informasi yang memadai tentang
program BOS terutama tentang penggunaan, untuk menghindari
kesalahpahaman dari para pemangku kepentingan terutama orang tua
siswa.
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TRANSKRIP HASIL. WAWANCARA

Nama :  SOFIA SUKMA SARI

Mahasiswa

NIM ¢ 530003822

Judul : Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional

Sekolah Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Dan
SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten

Sintang
Yang
Diwawancara Kepala SD Negeri §
Tanggal : 23 April 2019

1. Menurut Bapak, apakah Tim BOS Kabupaten Sintang pernah
mengupayakan penambahan dana dari APBD untuk
operasional sekolah?

Jawab:

Sepengetahuan kami, Tim BOS Kabupaten Sintang
belum pernah mengupayakan penambahan dana
dari APBD untuk operasional sekolah pada jenjang
pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOS

Kabupaten.

2. Menurut Bapak, apakah Tim BOS Kabupaten Sintang sudah
melakukan monitoring perkembangan
pemasukan/updating data yang dilakukan oleh
sekolah?

Jawab:

Tim BOS Kabupaten Sintang sudah melakukan
monitoring perkembangan pemasukan/updating data
yvang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan
dasar secara online.
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3. Apakah data siswa untuk penetapan dana BOS dari
sekolah Bapak selalu disampaikan secara lengkap?

Jawab:

Kami sudah berupaya untuk mengisi, mengirim dan
meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke
dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Namun, oleh pihak
Dinas Pendidikan, data yang kami kirimkan tersebut
dianggap masih belum lengkap. sehingga kami harus
memperbaiki kembali.

Kami selalu memastikan data yang masuk dalam
Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah serta
memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima
dengan data peserta didik yang ada.

4. Apa upaya yang dilakukan untuk ketentuan
transparansi pengelolaan dan penggunaan dana BOS
disekolah Bapak?

Jawab:

Dalam hal ketentuan transparansi pengelolaan dan
penggunaan kami selalu berupaya mengundang
perwakilan orang tua murid, namun tidak semua orang
tua murid dapat kami undang untuk membahasnya.

5. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap kewajiban memasang
papan pengumuman terkait pengelolaan dana BOS?

Jawab:

Kami lebih mementingkan pelaksanaan pembelajaran yang aman dan
kondusif daripada memasang papan pengumuman yang akan berbuah
masalah. Kami cukup menginformasikan perihal sumber dana dan
anggaran sekofah kepada Komite saja. Sedangkan masyarakat,
menurutnya akan melihat penggunaan dana dari bukti layanan
sekolah terhadap anak-anak mereka.
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6. Apakah sckolah telah menerbitkan SK secara khusus untuk Tim BOS
sekolah?

Jawab:

Sekolah tidak menerbitkan SK secara khusus untuk pengelola BOS.
Praktik yang dilakukan bahwa penugasan sebagai bendahara dan
penanggungjawab BOS dilampirkan dalam pembagian tugas staf
sekolah yang dibuat di awal tahun. Kemudian sekolah hanya
mengirim nama personil yang ditugaskan kepada Tim BOS di
kabupaten.

7. Upaya apa yang dilakukan sekolah Bapak untuk mengefektifkan
penggunaan dana BOS?

Jawab:

Untuk membatasi pengeluaran, kami menyelekst kegiatan yang
dilakukan oleh sekolah. Misalnya apabila biasanya sekolah memiliki
20 program, dipilih 12 program yang paling urgen. Program-program
yang dipandang kurang berkontribusi terhadap peningkatan prestasi
siswa atau yang kurang efektif untuk sementara digabung dengan
program lainnya atau bahkan dihilangkan. Membangun pagar
sekolah, misalnya, setelah adanya kebijakan pendidikan gratis tidak
dapat dilakukan. Selain itu, praktik yang biasa dilakukan untuk
mencukupkan dana adalah mengurangi besamya pengeluaran untuk
masing-masing program.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama * SOFIA SUKMA SARI

Mahasiswa

NIM + 530003822

Judul : Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional

Sekolah Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Dan
SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten
Sintang

Yang

Diwawancara Bendahara sekolah pada pada SD Negeri 5

Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2
Kecamatan Sintang

1. Bagaimanakah tugas Tim Kabupaten dalam
administrasi dana BOS di sekolah saudara?

Jawab:

Kepala dinas pendidikan Kabupaten Sintang sebagai
penanggung jawab Tim BOS Kabupaten sudah
menandatangani NPH mewakili sekolah pada jenjang
pendidikan dasar maupun memantau pelaporan
pertanggungjawaban penggunaan BOS yang
disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan
dasar secara offline maupun secara online.

2. Bagaimanakah tugas Tim DBOS Kabupaten dalam
Pengumpulan dan rekapitulasi laporan realisasi
penggunaan BOS dari sekolah?

Jawab:

Pengumpuian dan rekapitulasi laporan realisasi
penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang
pendidikan dasar untuk disampaikan kepada kepala
dinas pendidikan provinsi dan kepada pemerintah
daerah kabupaten juga sudah dilaksanakan.
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3. Siapa saja yang bertugas membantu bendahara dalam
mengelola dana BOS di sekolah?

Jawab;

Bendahara dibantu oleh tenaga dan TU yang tugasnya membantu
dalam hal teknis, yaitu melakukan pendataan atau entri data dengan
komputer. Selain itu, karena keterbatasan kemampuan tenaga TU
dalam mengoperasikan komputer, guru kumputer kadang-kadang
membantu. Bendahara didukung oleh unsur operator yang bertugas
melakukan entri data keuangan sebelum bendahara memasukkannya
ke dalam BKU. Oleh karenanya tenaga operator harus selalu
diikutsertakan dalam berbagai bimbingan teknis agar memiliki
pengetahuan mengenal pendataan dan pengelolaan keuangan dengan
baik.

4. Apakah dana BOS d:i sekolah saudara telah dibukukan secara
lengkap?

Jawab:

Untuk menyelenggarakan pembukuan secara lengkap
kami akui masih menghadapi kendala, karena
keterbatasan SDM yang kami miliki. Demikian pula
dengan menyusun dan menyampaikan laporan secara
lengkap.

5. Apakah dalam pengelolaan dana bOS disekolah
saudara pernah terjadi kckosongan vang?

Jawab:

Untuk sementara mi saya ga ada masalah ya, selalu ada saldo.
Misalnya dapatnya tiap bulan 5 - 10 juta, ya itulah yang digunakan.
Kalau dana tidak mencukupi ya ditunda kegiatannya. Tapi selama ini
ga sampai begitu lah.. tapt ada bagusnya juga sth (pengaturan termin
pengambilan), jadi terkontrol, lebih enak.
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6. Apakah permmah terjadi menggunakan dana BOS dan
mempertanggung jawabkan di luar item-item yang dibolehkan?

Jawab:

Apabila sekolah menggunakan dana BOS dan mempertanggung
jawabkan di luar item-item yang dibolehkan maka laporan SPJ akan
diminta untuk direvisi. Oleh sebab itu kami merasa perlu berhati-hat
dalam menggunakan dana BOS serta melakukan efisiensi-efisiensi
agar dana BOS mencukupi minimal untuk kebutuhan tiap bulannya.
Rata-rata penggunaan dana BOS dituangkan dalam Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang penyusunannya
melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara
BOS, serta dewan guru dan Komite Sekolah.

7. Apakah posisi keuangan dana BOS selalu 1pasang di papan
pengumuman sekolah?

Jawab:

Selama in1 beberapa bulan kita pasang, tap: vang sekarang belum,
kalau belum sempat ya belum dipasang
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama ¢ SOFIA SUKMA SARI

Mahasiswa

NIM 1 530003822

Judul : Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional

Sekolah Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Dan
SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten
Sintang

Yang

Diwawancara Ketua Komite Sekolah

1. Apakah Bapak selaku Ketua Komite Sekolah masuk dalam susunan
tim BOS pada tingkat sekolah?

Jawab:
Ya, masuk.

2. Apakah Bapak mengetaui bahwa dalam susunan tim BOS pada
tingkat sekolah harus ada anggota dari unsur orangtua siswa bukan
hanya komite sekolah saja?

Jawab:

Kami tidak mengetahui bahwa dalam susunan tim BOS pada tingkat
sekolah harus ada anggota dari unsur orangtua siswa bukan komite
sekolah. Dalam sosialisasi BOS masalab adanya unsur orangtua
siswa dalam tim tidak disebutkan. Menurut kami susunan tim
sebaiknya luwes saja, pengelolaan BOS diserahkan kepada sekolah.

3. Menurut Bapak siapa saja yang harus terlibat dalam susunan tim
BOS pada tingkat sekolah?

Jawab:

Menurut pendapat kami tim manajemen BOS cukup terdin dan
penanggungjawab dan bendahara saja, semakin banyak yang terlibat
dalam pengelolaan justru akan semakin rumit.
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5.2.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 29.736.000,00 14.530.000,00 18,145.000,00 11.563.000,00 94,377.000,00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas :
5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 1.720.000,00 1.6%5.000.00 7.275.000,00
5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 3.100.000,00 18.5670.000,00 3.570.000,00 25%.340.000,00
5.2,2.26.01 Belanja Transportasi / Akomodast 964.000,00 964,000,00
'5.2,2,26.03 Belanja Usng Saku
'5.2.3.10.05 Belanjz modal Pengadaan alat Kantor Lainnya
15.2.3.12.03 Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 8.750.000,00 8.750.000.00
523.12.04 Pelanja modal Pengadann Peralalan Personal Komputer 3.300.000,00 $1.000.000,00 34.300.000,00
3231401 Belanjs modal Pengadasn Meubelair &.BOO.00G, 0% 3.500.000,00 6.550.600,00 14.950.000,00
522.14.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 5.000.000,00 5.000.000.00
5221406 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Homne Use) 5.200.000,00 8.200.000.00
523.15.01 Delanja modal Pengadagn Peralstan Studic Visual
5.2.2.26.39 Belanja Modal Pengadaan Buku Umum 114.810.000,00 114 B10.000.00

PENGEMBALIAN KE KAS DAERAH PROVINSI

BALDO AKHIR KAS BEXDAHARA &8.400,00 366.100,00 17.700,00 53.900,00 83.900,00
SALDO BANK 21.219.866,67
SALDD BKL 53.904,00

21.373 T&6.67
Mengetahui
Konl SHPN Sinang
AN AN

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 2 SINTANG
ALAMAT : JALAN MT. HARYONO KECAMATAN SINTANG

44223

NAMA SEKOLAH

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

Yang bertanda tangan dibawah inj

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWABR
Nomor :..L.2{ /KHTPN' o2 7’#-20{3

: SMP NEGERI 2 SINTANG

: Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

: Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD dan SMP
: Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD dan SMP

: Kepala Sekolah

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas semua reaiisasi. pendapatan yang telah diterima dan belanja yang 1elah dibayar
kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari APBD Provinsi dan langsung digunakan oleh pihak sekolah

dengan rincian sebagai berikut :

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD dan SMP

PENDAPATAN

BELANJA

KODE REKENING

URAIAN KODE REKENING URAIAN

JUMLAH

4.3.1.02.01 PENDAPATAN
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
1. Pendapatan transfer Dana BOS TA 2018

BELANIA

5.2.1.07.01 Belanja Pegawai Dana BOS

982.800.000,00 15.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
20.345.000,00 |5.2.2.01.02 Belanja Barang Cetakan

324.166.000,00
120.531.000,00
$1.350.000,00

2. Pendapatan lain-lain

3. Pendapatan Jasa Giro 123.424,21 |5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 7.795.000,00
5.2.2.01.04 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 1.850.000,00
5.2.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 10.548.500,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak -
5.2.2.01.16 Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya 8.550.000,00
5.2.201.21 Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya 1.417.000,00
5.2.2.01.23 Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor 18.080.000,00
5.2.2.02.04 Belanja bahan dan obat-obatan B04.800,00
5.2.202.09 Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan 13.926.000,00

5.2.2.03.01 Belanja telepan/faksimili/Radio

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




44223

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD dan SMP

PENDAPATAN BELANJA
KODE REKENING URAIAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH

5.2.2.03.02 Belanja Air -
5.2.2.03.03 Belanja Listrik -
5.2.2.03.06 Belanja internet/bandwitch 1.000.000,00
5.2.2.06.01 Belanja Penggandaan 108.351.800,00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Tempat -
5.2.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 94.377.000,00
52.2.1501 Belanja Perjalanan Dinas -
5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 7.275.000,00
5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 25.340.000,00
5.2.2.26.01 Belanja Transportasi / Akomodasi 564.000,00
5.2.2.26.03 Belanja Uang Saku -
5.2.3.10.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya -
5.2.3.12.03 Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 8.750.000,00
5.2.3.12.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer 34.3C00.000,00
5.2.3.14.01 Belanja modal Pengadaan Meubelair 14.950.000,00
5.2.3.14.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 5.000.000,00
5.2.3,14,06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya {Home Us 8.200.000,00
5.2.3.15.01 Belanja modal Pengadaan Peralatan Siudio Visual -
5.2.3.26.39 Belanja Modal Pengadaan Buku Umum 114.810.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.003.268.424,21 JUMLAH BELANJA 982.346.100,00

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 05 SINTANG
ALAMAT : JALAN PKP MUJAHIDIN KECAMATAN SINTANG
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NAMA SEKOLAH

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
98 [/ SDN 0T / 2004

Nomor ;

.....

: SDNEGERI 05 SINTANG
: Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

: Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD dan SMP
: Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD dan SMP

: Kepala Sekolah

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang teiah dibayar
kepada yeng berhak menerima, yang dananya bersumber dari APBD Provinsi dan langsung digunakan oleh pihak sekclah

dengan rincian sebagai berikut :

_Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD dan SMP

PENDAPATAN

BELANJA

KODE REKENING

URAIAN

KOODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

4.3.1.02.01 PENDAPATAN

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
1. Pendapatan transfer Dana BOS TA 2018

2. Pendapatan Jasa Giro

3. Pendapatan Lain-lain

400.160.000,00
7.025.000,00
1.084.641,65

5.2.197.01
5.2.201.01
5.2.2.01.02
5.2.2.01.03
5.2.2.01.04
5.2.201.05
5.2.201.06
5.2.2.01.16
5.2.201.21
5.2.2.01.23
5.2.2.02.04
5.2.2.02.09
5.2.2.03.01

BELANJA

Belanja Pegawai Dana BOS

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Barang Cetakan

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja Peralatan Kebersihan dan 8ahan Pembersih
Belanja Bahan Bakar Minyak

Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya

Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya

Belanja inventaris Perlengkapan Kantor

Belanja bahan dan obat-obatan

Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan

Belanja telepon/faksimili/Radio

63.960.000,00
25.519.700,00
49.902.500,00

3.032.000,00

5.982.500,00
7.500.000,06

480.000,00

3.172.000.00 |
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Penyediaan Bantuan Operasional Sekofah (BOS) Reguler Jenjang SD dan SMP

PENDAPATAN BELANJA

KOQDE REKENING URAIAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH
5.2.2.03.02 Belanja Air -
5.2.2,03.03 Belanja Listrik 9.306.825,00
5.2.2.03.06 Belanja internet/bandwitch 3.417.000,00
5.2.2.06.01 Belanja Penggandaan 10.286.650,00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Tempat
5.2.2.11.01 Belanja makanan dan minuman rapat 3.312.000,00
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.20.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 2.425.000,00
5.2.2.20.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 13.483.575,00
5.2.2.26.01 Belanja Transportasi / Akomodasi -
5.2.2.26.03 Selanja Uang Saku
5.2.3,10.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya -
5.2.3.12.03 Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer 14.000.000,00
5.2.3.12.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer -
5.2.3.14.01 Belanja modaf Pengadaan Meubelair -
5.2.3.14.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 7.000.000,00
5.2.3.14.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya {Home Us 3.020.000,00
5.2.3,15.01 Befanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual 3.100.000,00
5.2.3.26.39 Belanja Modal Pengadaan Buku Umum 82.788.900,00

JUMLAH PENDAPATAN

408.269.641,65

JUMLAH BELANJA

311.688.650,00
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BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 420 / ¥2j KEP-DISDIKBUD / 20 1.
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIO .. L
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SINTANG,
Menimbang : a. bahwa wajib belajar berfungsi mengupayakan perluascis .. a1
pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan  vrne
bermutu bagi setiap warga negara Indonesi: o
meringankan beban masyarakat terhadap pernlow
pendidikan dalam rangka wajib belajar ¢ '-'“h'm
bermutu maka pemerintah melaksanakan iy n

Bantuan Operasiponal Sekolah yang d:alumv Fan pad.
setiap Sekolah;

Fetoater
B

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri [* R
Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang PC’(L\IU ik T ek
Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telal A5 s
dengan Peraturan Menteri Pendijdikan ds.. condte,
Nomor 26 Tahun 2017 dan agar pelaksanaan penyah van
dan pengelolaan dana Bantuan Operasional SelialrTy ciame.
efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran, 1l perit
dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;

¢. bahwa untuk melaksanakan maksud sebag: . -
huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan ocnpss
Keputusan Bupati Sintang.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tcntang P\.neta 261
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957 T
Pembentukan Daerah Tingkat H Di Kalimanta: (o0
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tan:baiin
Lembaran Negara Nomor 352) Sebagai Undang-tindang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun QL0 S
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonsoy
1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersin Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851});

3. Ul’ldﬂﬂP N A STV TS
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 4301 J;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Standar Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200> Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 {Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indeonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomer 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor
3%

9. Peraturan Dacrah Ka'l.upaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentuk:.:n dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sintang {Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Tahun 20156 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 7);

10. Peraturan...
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomeor 17);

—

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011;

Memperhatikan

2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Neomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan
Dasar;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8
Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional
Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun
2017;

4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 78 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dan Laporan Keuangan
Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Sintang
Tahun Anggaran 2018,

5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 {Berita Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 91);

6. Peraturan Bupat Sintang Nomor 82 Tahun 2017 tentang
Standar Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah
Kabupaten Sintang Tehun Anggaran 2018 dengan, Susunan
Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA

Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas dan
Tanggung Jawab berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Teknis Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 26 Tahun 2017,

KETIGA. ..
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Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018, dengan
ketentuan secbagai berikut :

a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;

b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan

diadakan perbaikan dan penyempumaan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Sintang |
agdatanggal- g AR 2018

\..

Tembusan

Yth. 1.

ww

he

No o

8.

9.

10.
11.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan di Jakarta

Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di
Pentianak

Ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Kalimantan
Barat di Pontianak

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang

Kepala Badan Pengelola Keuangean dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di
Sintang

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di
Sintang

Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah
Kabupaten Sintang di Sintang

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sintang di Sintang

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR  : 420 /87 / KEP- DISDIKBUD

TANGGAL : J pelRUMG 9018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MANA ‘181
OPERASIONAL SEKOLAH K&«
TAHUN ANGGARAN 2018,

SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SJai(1) )
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 20: 5

No. . NAMA / JABATAN POKOK | e
1. | Bupati Sintang ‘Pengarah
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan i

Kabupaten Sintang.

3. . Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan | Ketwun &
- i dan Kebudayaan Kab. Sintang

4. ! Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Penanggis ownn kaa
: Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang SMT
. D. |I Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter ‘ Perii..,, -, e

' Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Sintang | &7

6. ' Koordinator Pengawas SD/SLTP M
: Per: a5 0.
Moo oo
. 7. i Evan Priwardhany, A. Md / Stal Dinas Opc.oator Dats Pojioe
Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang Peviiiiiike, ¢
i Menenpst
/f

" BUPATI SINT.L .
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PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 2 SINTANG

Alamat : [l. Letpend MT Haryomo Telp. (0565) 21054 Kode POS 78614 Sintang
Email: smipmlsintang@gmail.con

Menimbang

Mengingat

Memutuskan
Kesatu

Kedua
Ketiga

Keem pat

Tembusan :

KEPUTUSAN KEFALA SMP NEGERI 2 SINTANG
NOMOR : 421.3/359/SMPN.02/ A /2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH
SMFP NEGERI 2 SINTANG KABUPATEN SINTANG

KEPALA SMP NEGERI 2 SINTANG

: a. Bahwa sistem pengelolaan pendidikan merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada

satuan pendidikan.

b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses pengelolaan pendidikan di sekolah perlu dibenak
dan ditetapkan Tim Pengembang Sekolah (TPS)
¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b, perlu ditetapkan
Surat Kepuhusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang,

: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenlang Sislem Pendidikan Nasional;

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

3 PP RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP 19 tahun 2005 Standar Nasional
Pendidikan

4 Permendiknas RINomor 22, 23 dan 24 lahun 2006 tentang Slandar Isistandar Kompetensi
Lulusan dan Pedoman Pelaksanaannya

5 Permendiknas Rl Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses

Permendiknas RI Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP

7 Permendiknas RI Nomor 39 Tahun 2009 lentang Pemenuhan Beban Karja Guru dan Pengawas
Satuan Pendidikan

o

: Terhitung Mulai Tanggal 16 Juli 2018 mengangkal yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat

Keputusan ini sebagai Tim Pengembang SMI’ Negeri 2 Sintang

: Menetapkan dan mengesahkan susunan Tim Pengembang Sekolah (TPS) SMP Negeri 2 Sintang

Tahun Pelajaran 2018/2019

: TPS sebagaimana dimaksud pada ketetapan pertama mencakup pedoman umum, struktur program

dan Rencana Program

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Kepuhisan ini, maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
. Pada Tanggal : 28 Agustus 2018
- Repala SMP Negeri 2 Sintang,

NIP. 19660206 199512 1 002

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang

2 Armsip.
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Lampiran 1: Keputusar Kepala SMP Negeri 2 G- 1

Nomor :421.3/359/SMPN.0OZ/ /-
Tanggal : 28 Agustus 2018

TIM PENGEMBANG SEKQLAH (TPS)

SMP NEGERI 2 SINTANG
Na Jabatan Nama {
1 {Ketua Tatang Sutisna |
2 {Sekretaris | Muhammad Muskimin, S.Pd :
3 |Bendahara Yenny Dahliani, A.Md
4 |Pengelola 8 Standar Nasional Pendidikan

a. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Purwani, 5.Pd. Mat

44223

Vanti Swastika, 5.Pd, M.MPd

b. Standar Sarana dan Prasarana

Ida Agustini, 5.Pd. Ing

Sri Tjahjani, 5.Pd

¢. Standar Pembiayaan

Yenny Dahliani, A.Md

Anita Fitriwati, 5.Pd

d. Standar Pengelolaan Rita Situmorang, S.Pd .
Dahlia, M.Pd ~ .
e. Standar Isi Tatang Sutisna

Lol hrapo! b

Muhammad Muslimin, S.Pd

f. Skandar Kompetensi Lulusan

Syamsudharmi, 5.Pd. Mat

Resty Sartika Dewi, S.Pd o
¢. Standar Proses Sanadi, S.Pd T
Eko Iswanto, 5.Pd.1 ) J| _
h. Standar Penilaian Kacawati, M.Pd _ i
Sonny Saeful Chayat, 5.Pd

5 Anggota TPMPS ( Semua dewan guru )
Debora, S.Pd. Bio
Rosmidawat, S.Pd. Bio
Hadijah, 5.Pd. Mat

Nelly BR Sinaga, 5.Pd

Bariah Sa'mi, S.Pd. |

Zatiah, S.Pd

Laely Hidayati. S Pd. Ind
Clara Liva, S.Pd

Drs. Jawin, M.Si

10 Paridayat, S.Pd

1t Ami Br Sembiring, 5. Th

12 Riyant, S.Pd

13 Vant Swastika, 5.Pd, M.MPd
14 Haryat, SE

15 Yani Harsiani, S.50s

O 00 ] O T e L B

24, Rosalia, S.Pd. Ek

25.Sri Budi Astuti, A.Md

26. Isna Fajarina, S.P

27. Sith Uswatun Hasanah, 5.Pd
2B. Krisiana Juliyanti, S.Pd

29, Widiawat, S.Pd. K

30. Abdul Pakar Prajamukt, S.P0 ¢
31. Etnawati, S.Pd

32 Ronna Ria Situngkir, S. Kont
33. Elitha Cyinthia Dhewi, 5.Hct
34. Antonius Martin, 5.Pd

35. S5ri Wahyuningtyas, S.Pd

36. Wibby Caprijeya, 5.Pd. K

37. Tuli Kusmayani, S.Pd

38. Yuli Setiyawan, S.Pd

16 Muljosastro Wiji Lestari, S.5n 39. Febrian, S.Pd

17 Wiwin, SPd 40. Titin Inseloma, S.Pd

18 Titin Sumami, 5.Pd. Ing 41. Sudiansyah

19 Syamsudarti, S.Pd. Mat 42 Misnawat

20 Bayu Indra Gunawan, S.Pd 43. Dian Nurdiansyah

21 Plesia Anita, S.Ag 44. Fitrie Wahyu Wibawati, 5.7«
22 Llindawati, 5.Pd

23 Tri Nanto, 55n
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Ditetapkan di : Sinang

. Pada Tanggal : 8 Agustus 2018

Kep IaSMPNegu'I ZSinhng

.

" WIP. 19660206 199512 1 002
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T R

Carin Baps

S—



44223
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEKOLAH DASAR NEGERI 5§ SINTANG

Alamat : Jalan PKP Mujahidia Telp. (0565 ) 2022938 Kec. Sintang 78611
NSS : 101130404065 AKREDITASI : A o NESN : 30102295

SURAT PENUNIUKAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGER! 5 SINTANG
NOMOR:421.2/02 /SDN.5-A

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PADA SDN S SINTANG
TAHUN.2015/2016

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGER! S SINTANG

MENIMBANG : a. Babwa dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan ditingkat Sekolah Dasar
Khususnya SDN § Sintang perlu dilaksanakan Susunan organisasi Sekolah

b. Bahwa agar petaksanaan penggunaan anggaran sekolah dapat dilaksanakan sebagai
mana yang diharapkan.

t. Bahwa untuk Pelaksanaan penggunaan dana sekolah perlu dibentuk Bendahara
Sekolah

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003,tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N0:28 tahun 1990, Tentang Pendidikan

Dasar.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Rl nomor.22,23 dan 24 tahun 2006 Tanggal
23 Mei 2006
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Penunjukan Bendahara Sekolah merupakan kewajiban untuk dilaksanakan oleh

Semua Sekolah pada tiap jenis dan jenjang pendidikan, karena mengandung
tanggung jawab dan kewajiban dalam penggunaan dana sekolah

Kedua : Menunjuk nama tersebut dim lampiran keputusan ini untuk menjadi Bendahara
Sekolah pada 50N 5 Sintang.

Ke Tiga : Dalam melaksanakan tugas,Bendahara Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala
Sekolah.

Ke Lima : Segala biaya yang timbul akibat surat penunjukan ini,di bebankan kepada anggaran

Sekoiah yang sesuai.

Ke Enam : Keputusan ini bedaku sejak tanggal ditetapkan,dan apabiia terjadi kekeliruan dapat
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tepapkan di : Sintang
ada Tangg : 01 Maret 2015
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LAMPIRAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 5 SINTANG

NOMOR:421.2/02 /SDN.5-A

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PADA SDN 5 SINTANG

TAHUN.2015/2016

44223

Pada Tanggal

| NO | NAMA TEMPAT DAN TANGGAL | NIP JABATAN DI SEKOLAH
r— LAHIR
P ] Agustinus Winarto Sleman, 07 Agustus 1961 196 10807198609100] Kepals Sekolah
12 | H Junaidi,S.Sos,M Si | Sintang, - Ketur Komite
3 Darawati, 8. Pd SD Tanjung Liau,07 Juni 197} 19710607199108200) Bendahara Bos Reguler
3 ! Yuaidawati Serawai, 08 Januari 1960 166001081982112001 Bendahara Bosda

Di Tepapkan di : Sintang

: 01 Maret 2015
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Nama Sekolah
Alamat Jalan
Desa
Kecamatan
Kabupaten

Telepon/Email

NS5/NIS/NPSN

Nama Kepala Sekolah
Kategori Sekolah

Tahun Beroperasi
Kepemilikan Tanah / Bangunan
a. Status Tanah

b. Luas Tanah

c. Luas Bagunan

No. Rekening Bank BPD
Pemegang rekening
Nama Bank

Cabang

44223

PROFIL SEKOLAH

: SMP NEGERI 2 SINTANG

:JL. MT. HARYONO

: Kapuas Kanan Hulu

: Sintang

: Sintang

: (0565) 21045 /smpn2sintang@gmail.com

: 2011 3404 0002/20009)/3010 2460
: Lanton, S.Pd, ML.Si

: Akreditasi A

: 1966

: Milik Pemerintah

:SHM / HGB / Akta Jual Beli / Hibah
:17.758 m 2 '
;3911 m 2

: 4025037753

: SMP NEGERI 2 SINTANG
:KALBAR
: Sintang

10 Data Siswa dalam lima tahun terakhir

No Tahun Jumlah Kelas V11 Kelas VIII Kelas IX Jumlah
Ajaran _ |Pendafta| Jumlah [ Rmb} | Jumla| Rmbl | Jumla| Rmbl | Jjumia| Rmbl
1 | 2010/2011 448 324 9 336 9 239 6 899 | 24
2 | 2011/2012 459 296 8 318 9 328 9 942 { 26
3 | 2012/2013 435 342 9 298 8 296 9 936 | 26
4 | 2013/2014 466 333 9 335 9 281 9 949 | 27
512014/2015) 444 333 9 13341 9 1280 | 9 ) 949 ]| 28
6 | 2015/2016 441 361 10 314 9 329 9 1004 28
7 | 2016/2017 416 366 10 | 358 | 10 | 315 9 11039 30
8 } 2017/2018 361 313 10 { 340 | 10 | 332 ¢ 10 | 985 | 30
9 | 2018/2019 563 320 10 1 313 1 10 | 332 { 10 | 965 | 30
11 Daya Tampung Sekolah
No| Tahun | Jumlah | Jumlahyang Ratio Ket
Ajaran _Pendafta _diterima Pendaftar/

1]2010/2011 | 448 324 72% -

2]|2011/2012 | 459 296 64% -

3]2012/2013 | 435 342 79% -

4 | 2013/2014 | 466 333 71% -

S | 2014/2015| 444 333 75% -

6 | 2015/2016 441 361 82% -

7 | 2016/2017 | 416 366 88% -

8|2017/2018) 361 317 88% -

9| 2018/2019] 563 320 57% -

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No| Jabatan

Tingkat Pendidikan

SLTA{ D1

D2 { D3 S2

Guru PNS - - 1 1

TU PNS - - 2

GIT : :

1
2
3 |GBD - -
4
>

1
N

' oo|an] s | SR
LY

PTT - 2 2

Data Ruang,

Z
=

Jenis Ruang Standar | Existing

Kebutuhan

Kelas

L
L=}

21

R Dewan Gu.ru

R Agama

RTU

R. Bendahara

R. Kepsek

Perpustakaan

Ty pury e R

Lab. IPA

]

R. Komputer 2 & 3

1=

R. Komputer 1

R.Kurikuium

R. OSIS

R. Kesenian

]

R. Pramuka

-

R. UKS

R.BP/BK

WC Siswa

|ali-ll

WC Guru

el L0 L=al R

WC Kepsek

R. Gudang

-t

et |t
SIS S B NS B e I Rl Gl Tl R Rkl e i e
HH#»@HHHHHHH—#HMH.&H-\N
—

N

Pos Satpam

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Nama Satuan
NPSN

Bentuk Pendidikan
Status Sekolah
Status Kepemilikan
SK izin Operasional
Tanggal SK

Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Propinsi

RT/RW

fNama Dusun

Kaode Pos
Lintang/Bujur
Layanan Keb. Khusus
8K Pendirian
Tanggal SK
Rekening B80S
Nama Bank

Nama KCP/Unit
Atas Narna

MBS

Tanah Milik

Tanah Bukan Milik
Nomor Telepon
Nomor Fax

Email

Website

Tahun

207 [ ac

anid /QOIS

PROFIL SDN 5 5INTANG
*SD NEGERI 05 SINTANG
130102255
15D
T Negeri

: Pemerintah Daerah

:1910-01-01

:JI. Pkp Mujahidin

: Alai

:Sintang

: Kabupaten Sintang
: Kalimantan Barat
:3/4

> null

178611
10733716/111.4967267
: Tidak ada

:null

:1980-03-17
14025241194

< BANK KALBAR
:SINTANG

:SDN 5 SINTANG
tYa

1 6600m

0m

: {0565)22957

snull

- sdn05sintang@yahoo.co.id
saull

= S‘OB,

/)

UT2

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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il. Rombel

1 Jelas 1a

S ——

No [Nama —_‘[—T_-—n_gk_at

2 |Kelas1B |1

1

Prasara_na

Ruang kelas 1.-‘-\. ]

2 jKels 1 |Ruglelsss
3 ! Kelas 1C 1 | Ruangkelasic
hﬂ_ﬂ{_ﬁ@a_s_;_.&__d 2 Ruang Kelas 2A
| S | Kelas2B ’_; . Ruang Kelas 28 {
6 Kelas 3A _ﬂ_?_: Ruang kelas 34 1
7 Kelas38 |3 Ruang kelas 38
8 Kelas 3C 3 Ruang kelas 3C
9 Kelas 4A 4 Ruang Kelas 4A
10 | Kelas 4B 4 Ruang kelas 48
11 {Kelas 4C 4 Ruang kelas4C
| 12 | Kelas 5A 5 1 Ruang kelas 5A
&_1_3_____@&5 SB |5 | Ruang kelas 5B |
| 14 | Kelas 5(;__‘ 5 Ruang kelas 5C B
Lls Kelas 6A %6 Ruang Kelas 6A
16 | Kelas 6B 6 Ruang kelas 6B
|17 | Kelas6C |6 Ruang ketas 6C

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Keterangan :

Raombel ada 17 Rombel
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i Prasarana
Panjang Lebar ]
No | lenis Prasarana | Nama e m) {m) Milik
1 Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki Ruang WC |20 2.0 Milik
2 Kamar MandifwcC Siswa Perempuan Ruang WC 20 20 | Milik
3 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan Ruang WC 2.0 2.0 Milik
4 Ruang UKS | Ruang UKS B.O 30 Milik
5 Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki Ruang WC 20 2.0 Milik
[ Ruang Perpustakaan Ruang Perpustakaaq BO 180 _M_|l|k
7 Ruang Guru Ruang Guru 8.0 B.O Milik
8 Ruang Kepala Sekolah Ruang kepala Sekolah | 3.0 3.0 Milik
5 Ruang TU Ruang TU 3.0 30 | Milik o
10 | Kamar MandifWC Guru Laki-laki Ruang WC guru 20 20 Milik
11 Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki Ruang WC 2.0 2.0 Milik
12 | Kamar Mandi/WC Siswa Lakidaki Ruang WC 20 20 Milik
13 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan Ruang WC 20 2.0 Milik
14 | Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan Ruang WC 2.0 2.0 Milik
15 | Gudang Ruang Gudang e 3.0 Milik
16 | Lainnya Ruang Kantin Sekolah | 3.0 5.0 Milik
17 | Kamar Mandi/WC Guru Perempuan Ruang WC Guru 20 2.0 Milik
Keterangan :

Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki= ada 4

Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan = ada 5

Kamar Mandi/WC guru laki-laki =ada 1

Kamar Mandi/WC Siswa perempuan =ada 1

Ruang Guru = 1, Ruang Kepsek = 1, Ruang UKS = 1, Ruang Perpustakaan = 1, Ruang TU = 1, Gudang = 1,

Kantin Sekolah =3

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Visi dan Misi SMP Negeri 02 Sintang Daftar Nama Pengurus SMP Negeri 02
Sintang

Struktur Organisasi SMP Negeri 02
Sintang

Penetapan Sekolah Rujukan SMP
Negeri 02 Sintang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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Struktur Organisasi SD Negeri 05
Sintang

Rekapitulasi Keadaan Siswa SD Negeri
05 Sintang

Kinerja Kepala Sekolah SD Negeri 05
Sintang

Jadwal Kerja Kepala Sekolah SD Negeri
05 Sintang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka
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